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Pada dasarnya kemerdekaan merupakan modal yang terutama bagi suatu bangsa untuk menjadi berdaulat, mandiri dan mempertahankan kepribadiannya sebagai suatu entitas masyarakat yang bersepakat bukan karena sekedar persamaan nasib terjajah dimasa lalu, warna kulit dan batas ujung tepi pantai dari masing-masing pulau. Dengan demikian, bangsa yang berdaulat sudah pasti berkuasa secara bebas untuk menentukan arah tujuan nasionalnya.​[1]​
Tujuan nasional dan prinsip-prinsip yang mendasar pada saat Indonesia merdeka sudah ditegaskan senyata-nyatanya dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu:​[2]​
“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”
Oleh karenanya, sebagaimana dikatakan oleh Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat  (antara lain penanggulangan kejahatan, pen.), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.​[3]​
Lebih jauh, menurut Barda Nawawi, terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana Penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:​[4]​ 
(1)	Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
(2)	Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, dan harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Sudah barang tentu pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.​[5]​
Pendapat tersebut diperkuat oleh Satjipto Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul “Pembangunan Hukum yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional.”​[6]​ Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa tidak ditemukan perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.
Berangkat dari pendekatan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:​[7]​
a.	Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b.	Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
c.	Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
d.	Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampuan beban tugas (overblasting).
Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan integral dalam pembangunan nasional terlihat pula dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain:​[8]​
Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dan tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.
Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:​[9]​
1.	Keseimbangan saran-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2.	Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3.	Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
4.	Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.
Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif, serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai kemanusiaan, ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun, sisi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan kriminal ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kebijakan sosial yang mengandung nilai-nilai keadilan yang perlu dilindungi.
Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kebijakan sosial. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kebijakan sosial ini dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai (not only pragmatic but also value-based and value-oriented).​[10]​
Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem, yang di dalamnya terdapat sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan  lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara terpadu, koordinatif dan koheren sebagai satu kesatuan totalitas dan bersifat saling terintegrasi satu sama lain.
Dalam salah satu kesimpulan dari Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 di Semarang antara lain, menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social protection. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes sebagai berikut:​[11]​
Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/social protection, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.
Sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana, dalam rangka perlindungan masyarakat, Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga yang mendidik warga binaannya dan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana​[12]​. Melalui sistem pemasyarakatan, narapidana ditempatkan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dari warga negara yang tersesat sehingga butuh bimbingan dan didikan, untuk kembali menjadi anggota masyarakat Indonesia yang baik. Namun, dari apa yang dikemukakan J. Andenaes diatas jelas terlihat, bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan kebijakan ekonomis. Dengan pendekatan kebijakan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.​[13]​
Sehubungan dengan hal tersebut Ted Honderich berpendapat, bahwa pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:​[14]​
a.	Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
b.	Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
c.	Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian.
Dari hal-hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa melalui sistem pemasyarakatan dapat diidentifikasi adanya dua tujuan utama penyelenggaraan pemasyarakatan adalah pembinaan dan pengentasan terpidana​[15]​. Berkaitan dengan fungsi pemasyarakatan dan pembinaan narapidana, menurut pendapat Sahardjo dan diperkuat oleh pendapat Komariah Emong, dikatakan bahwa konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan satu sistem pembinaan suatu metodologi dalam bidang “treatment of offenders” (pengobatan bagi si pelanggar hukum).​[16]​
Disisi lain, dalam masyarakat terdapat perbedaan yang sangat kodrati antara peran laki-laki dan perempuan yaitu hanya perempuan yang dapat mengandung dan menyusui anak. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada perbedaan perlakuan yang signifikan bagi para wanita yang sedang mengandung maupun menyusui anaknya, baik dalam masyarakat pada umumnya; maupun dalam suatu sistem peradilan pada khususnya dan lebih spesifik lagi dalam lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana. Memang setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum yang secara jelas dan tandas dituangkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai warga negara yang berbunyi:​[17]​
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Namun, pada kenyataannya suatu regulasi selalu terlambat dalam mengikuti perkembangan zaman. Hal inipun terbukti dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang seolah terperana melihat perkembangan tantangan serta permasalahan di masyarakat dan permasalahan penerapan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebab dalam aturan dibawahnya hanya terdapat 1 (satu) ayat yang mengatakan secara signifikan tentang pembedaan perlakuan antara narapidana wanita yang hamil dan menyusui; dengan narapidana wanita biasa yaitu dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi:
“Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.”
Tetapi, jika melihat pada nilai-nilai dalam Piagam Pemasyarakatan​[18]​ Indonesia yang pernah dirumuskan, adalah suatu penegasan kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan bahwasanya harus memahami betul sistem pemasyarakatan secara ideologis, filosofis dan paradigmatik. Sebab sudah genap 52 tahun​[19]​ sistem kepenjaraan yang merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk membalas dendam atau menyebabkan kejeraan pada narapidana sudah ditinggalkan oleh Bangsa Indonesia, yang kemudian dirubah menjadi suatu sistem pemasyarakatan yang mampu merehabilitasi dan mereintegerasi para narapidana dengan masyarakat.
Ironisnya penerapan sistem pemasyarakatan tersebut masih jauh panggang dari api. Karena pemahaman dan pengamalan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap diskresi masih terlalu sederhana terhadap fungsi sistem pemasyarakatan, diskresi semata-mata hanya dipandang sebagai cara tabu sifatnya karena membuat kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum untuk memenuhi kebutuhan teknis dari warga binaan dan belum mengena pada suatu permasalahan pokok. 
Aturan hukum yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu dari sub-sistem dari sistem peradilan pidana telah dibentuk dan dirumuskan tanpa melihat keterkaitan yang sangat kontekstual dalam kerangka pemasyarakatan warga binaannya. Hal ini sangat membahayakan masyarakat itu sendiri. Ibarat boomerang, jika lembaga pemasyarakatan gagal memasyarakatkan dan mengintegrasikan warga binaan, maka yang terjadi nantinya adalah suatu yang sungguh akan mengacau keamanan, ketertiban, masyarakat dimasa yang akan datang. Karena jika yang terjadi adalah disintegrasi antara warga binaan pemasyarakatan tersebut dengan masyarakat, selain mengkerdilkan fungsi dari sistem pemasyarakatan itu sediri, akan membuat masyarakat menjadi kurang aspiratif dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.




Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, dirumuskan permasalahan penelitiannya, yakni sebagai berikut:
1.	Mengapa diskresi petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang perlu dilakukan dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatannya yang sedang hamil dan/atau menyusui?
2.	Bagaimana implikasi dari penerapan diskresi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang dalam kontek membina Warga Binaan Pemasyarakatannya yang sedang hamil dan/atau menyusui?
3.	Bagaimana konsep ideal yang dapat diberikan bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang sehubungan diskresi, apabila di fungsionalisasikan dalam kontek membina Warga Binaan Pemasyarakatannya yang sedang hamil dan/atau menyusui?
C.	Tujuan Penelitian.
Berangkat dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:
1.	Untuk mengetahui dan menganalisis alasan dan/atau faktor mengenai penerapan diskresi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatannya yang sedang hamil dan/atau menyusui.
2.	Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan diskresi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang dalam kontek membina Warga Binaan Pemasyarakatannya yang sedang hamil dan/atau menyusui.
3.	Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai konsepsi terbaik bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang sehubungan pelaksanaan diskresi, yang difungsionalisasikan dalam kontek saat membina Warga Binaan Pemasyarakatannya yang sedang hamil dan/atau menyusui.
D.	Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1.	Secara Teoretis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum pidana, khususnya pengembangan penerapan diskresi dalam sub-sistem lembaga pemasyarakatan terhadap masalah rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan.
2.	Secara Praktis
Melalui penelitian ini mencoba untuk mengungkap fasilitas dan perlakuan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatannya yang sedang hamil maupun menyusui. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan, khususnya bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatannya yang sedang hamil maupun menyusui; dan bagi Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Indonesia pada umumnya.
E.	Kerangka Analisis
Dalam hukum pidana positif Indonesia memang belum secara tegas mencantumkan adanya tujuan pidana dan pemidanaan, yang dapat dirujuk oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan aktifitasnya. Melalui pendekatan sistemik, apabila kita lihat sistem peradilan pidana sebagai sistem yang komprehensif, dimana antar sub-sistem terdapat jalinan nilai-nilai secara utuh dan menyeluruh, dengan adanya perubahan konsep yang mendasar dalam lembaga pelaksana pidana atau yang hari ini dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan, yang awalnya dari sistem kepenjaraan yang bercorak penjeraan dan pembalasan menuju sistem pemasyarakatan yang bercorak pembinaan, hal ini secara tegas memberikan arah bagi aparat penegak hukum (petugas lembaga pemasyarakatan) tentang nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai dengan pidana, terutama sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Hal demikian dapat dimengerti mengingat bagian akhir dari pelaksanaan sistem peradilan pidana bermuara pada lembaga pemasyarakatan. 
Untuk dapat menjelaskan sistem pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana; serta peranan diskresi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui, selanjutnya pembahasan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
1.	Wewenang, tugas dan tanggung jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam perspektif gender.
Perspektif gender dalam pembahasan wewenang, tugas dan tanggung jawab Petugas Lembaga Pemasyarakatan dirasa penting dibahas, mengingat secara kodrati perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hamil dan menyusui. Oleh karenanya peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan pemasyarakatan yang hamil dan menyusui diperlukan perspektif gender​[20]​ tersebut agar tidak terjadi disorientasi dalam perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat terhadap seorang ibu yang mengandung maupun menyusui anaknya yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa.
Pada awalnya, seksualitas diidentifikasi oleh disiplin ilmu medis-biologis melalui alat kelamin sebagai tanda lahiriah. Seks diterjemahkan dari bahasa inggris “sex”, yang dalam bahasa indonesia menjadi: “jenis kelamin”​[21]​,  karena melihatnya dari alat kelaminnya. Adapun orientasi seksual yang kemudian diistilahkan sebagai seksualitas, sesungguhnya diawali dari kajian bidang seksologi dan bidang psikiatri dalam ilmu medis (kedokteran), termasuk juga istilah gender.
Istilah (terminologi) gender digunakan pertama kali pada kajian (study) John Money, seorang dokter (medis) spesialis seksologi, pada tahun 1955, sebagai berikut:​[22]​
Gender merupakan susunan karakteristik mengenai dan yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Tergantung pada konteks, karakteristik tersebut dapat saja termasuk jenis kelamin (biologis, seperti misalnya laki-laki/jantan, perempuan/betina), struktur sosial yang berdasarkan jenis kelamin (termasuk aturan gender/gender roles dan atauran sosial lainnya), atau identitas gender.
Dr. Money memperkenalkan istilah ini untuk membedakan antara seks (jenis kelamin) yang biologis dengan gender sebagai peran (dalam peran gender). Dimana sebelum dr. Money memperkenalkan temuan dalam bidangnya di tahun 1955 tersebut, istilah ini belum dikenal maupun dipergunakan secara umum.​[23]​ Kemudian, baru sesudah tahun 1970 ketika teori feminis mulai mencakup konsep yang membedakan antara seks (jenis kelamin) yang biologis dengan konsep maskulin-feminin yang merupakan konstruksi sosial yang disebut gender. Khususnya ketika beberapa feminis mengkritisi, mempertanyakan sambil mengonsep tentang gender yang berkaitan dengan konstruksi sosial.​[24]​ Lalu, WHO (World Health Organization) menggunakan dalam edaran internasionalnya secara meluas, sejak tahun 1973-an​[25]​. Sejak saat itu, istilah “Gender” mendapatkan definisi, maupun determinasi yang semakin dipertajam, diperluas atau dipersempit.
Hak perempuan adalah hak asasi manusia, karena perempuan dan laki-laki dilahirkan untuk merdeka dan mempunyai martabat serta mempunyai hak-hak yang sama. Laki-laki dan perempuan berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dalam berbagai kehidupan akan tetapi dalam proses perjalanannya timbul asumsi-asumsi yang dibentuk dan diyakini oleh mereka sendiri dalam hubungannya dengan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terstruktur dalam kehidupan sosial budaya. Konsep ini menjadikan laki-laki dianggap tepat jika bekerja dan beraktivitas diranah publik sementara perempuan hanya bisa beraktivitas di ranah domestik sehingga pelaksanaannya banyak menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan gender.​[26]​
Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat​[27]​. Gender mengacu pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku yang dipelajari serta harapan yang dikaitkan pada perempuan dan laki-laki​[28]​. Ironisnya, di dalam struktur masyarakat indonesia masih terdapat kesenjangan peran antara perempuan dan laki-laki, kesenjangan ini telah membudaya bahkan menjadi sebuah pemahaman yang pada akhirnya menjadikan perempuan pada posisi subordinat, termarginalisasi, mempunyai beban ganda, rentan terhadap kekerasan, dan masih mempunyai stereotipe tertentu.
Kondisi ini harus segera diakhiri, karena secara umum, perubahan serta pergeseran peradaban manusia semenjak masa nomaden hingga hari ini adalah berkat kecerdasan peran perempuan dalam mengelola sumber kekayaan dalam basis materi alam. Perempuanlah yang bercocok tanam ketika laki-laki berburu hewan dan mencari tanaman liar. Perempuan telah berjasa besar kepada kemanusiaan, sebagai makhluk yang pertama-tama mendapatkan ilmu bercocok tanam, yang sampai sekarang menjadi tiang penghidupan manusia di muka bumi. Dan bukan saja yang mendapatkan rahasia pertanian! – ia juga adalah pekerja pertanian yang pertama. Ia juga adalah petani yang pertama​[29]​. Dan secara khusus dari perbedaan bentuk, fungsi dan peran anggota tubuh antara laki-laki dan tubuh perempuan  secara biologis-medis sesungguhnya memiliki tujuan untuk kesempurnaan tercapainya tujuan kodrat alam, yaitu tujuan mengadakan turunan, dan memelihara turunan itu.​[30]​
Perspektif gender di atas ini harus dipahami secara luas dan mendalam oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang. Sebab secara positivistik wewenang, tugas dan tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan diatur secara spesifik dalam Bab II Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan. Dimana disebutkan dalam pasal 4:​[31]​
(1)	Kepala RUTAN/Cabang RUTAN, Kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas :
a.	melaksanakan program perawatan;
b.	menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
c.	membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
(2)	Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan :
a.	perlindungan terhadap hak asasi manusia;
b.	asas praduga tak bersalah; dan
c.	asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara jelas dalam pasal 4 tersebut disampaikan bahwa tugas dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus melaksanakan program perawatan dan penjagaan, pula mendukung proses peradilan yang kondusif dalam rangka pengintegrasian antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat sebagai tujuan dari pemasyarakatan. Serta dalam pelaksanaan tugasnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus menjunjung hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah dan asas pengayoman, karena para warga binaannya adalah seorang yang melakukan kesalahan dengan melanggar suatu aturan hukum dan jelas tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi.
Selaras dengan ini Muladi mengatakan bahwa, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan  narapidana yang sering disebut theurapetics proccess, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.​[32]​ Oleh karenanya, apabila warga binaan pemasyarakatan dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga. Demikian pula halnya dengan pembinaan narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan di luar kewajaran.
Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Konsep ini harus dipahami oleh setiap warga binaan pemasyarakatan, terutama bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui. Menurut pasal 5 Code of Conduct for Law Enforcement Officials menegaskan bahwa: “ Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan, juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa, sebagai pembenaran penyiksaan”.​[33]​
Selanjutnya kembali dipertegas pasal 10.1 International Convenant Civil Politic Rights (ICCPR) bahwa: “Semua orang yang dicabut kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka”.​[34]​ Ketentuan tersebut secara umum mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan  secara manusiawi  dan dengan menghormati harkat serta martabat yang menjadi sifat pribadi manusia, terkhusus bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui seorang anak yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus  dalam merawat dan membesarkan anak yang niscaya akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Jadi, sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan harus melibatkan diri secara subjektif dalam rangka membina dan mendidik warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, yang kemudian menyadari kesalahan, dan mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, petugas pemasyarakatan haruslah bersifat kontekstual, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi antara warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui; dan masyarakat dapat tercapai.
2.	Penerapan diskresi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pandangan paradigma konstruktivisme.
Kosongnya peraturan perundangan yang secara tegas mengatur mengenai pembedaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat antara warga binaan pemasyarakatan wanita biasa dan warga binaan pemasyarakatan wanita yang hamil dan/atau menyusui yang sedang dibina oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita harus dipahami letak permasalahannya secara mendasar. Pertama-tama hal yang harus dipahami oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita adalah ketika suatu aturan dalam teks perundangan dibuat maupun digunakan, tidak dapat terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Ia sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun penggunanya. Karenanya, pembuatan, penerapan atau penegakkan hukum yang betul-betul terbebas dari campur tangan rasa, suasana batin dan pertimbangan akal manusia rasanya tidak mungkin. Sebab sangat sulit untuk membayangkan hukum yang sungguh-sungguh sterile, murni dan bersih dari segala bentuk penerjemahan atau penafsiran oleh para penegak hukum –sebagai bagian dari masyarakat yang memang diberi mandat untuk itu– ketika mereka menegakkannya. Sebab ini bukanlah semata-mata keterampilan cocok-mencocokkan, tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang-timbang, antara segala bentuk pelanggaran dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak manusia di muka bumi ini dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.​[35]​
Menurut paradigma konstruktivisme, hukum dipandang sebagai suatu kesepakatan –yang tertulis maupun tidak– yang bersifat relatif dan kontekstual. Karena hukum adalah kesepakatan maka hukum dapat dipahami sebagai law as mental construction sekaligus sebagai law as experiential realities maksudnya adalah  hukum sejatinya merupakan konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, intangible, lokal, dan spesifik –walaupun elemen-elemen serupa dapat saja dijumpai pada individu, kelompok masyarakat maupun budaya yang berbeda–. Konstruksi mental tersebut dibangun melalui pengalaman kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, hingga kehidupan antar-negara. Selanjutnya, bahwa rekonstruksi, revisi, atau perubahan terhadap hukum terjadi secara berkesinambungan, sejalan dengan pengayaan informasi dan “sofistifikasi” atau olah cipta-rasa sekalian manusia itu sendiri. Jadi, hukum yang ada, sebenarnya adalah konsensus, kesepakatan, atau resultante relatif di antara berbagai pemahaman, pendapat, atau opini mengenai persoalaan yang tengah dihadapi, sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Adapun para penganut paradigma konstruktivisme tidak lagi bicara tentang baca-membaca atau tafsir menafsir; karena menurut mereka, keadilan bagi masyarakat dapat terjamin tatkala kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk secara aktif mengkonstruksi hukum –untuk kemudian mewujudkan resultante konstruksi hukum atau mencapai konsensus/kesepakatan melalui proses demokrasi–. Itulah mengapa paradigma konstruktivisme berada pada ranah relatif konstruktivis.
Kekuasaan diskresi merupakan konsep yang kontroversial. Sumber kontroversial tersebut adalah adanya inisiatif sendiri dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, untuk mencapai tujuan negara. Penggunaan kekuasaan diskresi mempunyai sifat bawaan kekuasaan yang dijalankan tanpa ada peraturan perundang-undangan atau tidak menunggu adanya peraturan perundangan terlebih dahulu. Memang senyatanya dalam praktek, penggunaan kekuasaan diskresi berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat atau bahkan berbenturan dengan kepentingan dan hak warga negara.
Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan diskresi tidak hanya jadi tuntutan kebutuhan bagi penyelenggaraan pemerintah dalam arti sempit, tetapi juga dalam ranah penyelenggaraan kekuasaan yudisial. Secara konseptual, latar belakang munculnya tuntutan kebutuhan atas diskresi, baik pada ranah pemerintahan maupun yudisial adalah sama: sebuah tindakan harus dilakukan mesikipun dalam situasi rules-nya membisu, tidak menyediakan suatu preskripsi (lacunae), atau sekurang-kurangnya tidak jelas atau kabur (vague).​[36]​ Berarti tindakan diskresi sangatlah subjektif, yaitu bergantung pada bangunan pemikiran dari pemegang/penggunanya serta atas dasar pertimbangan kekosongan dari suatu aturan hukum yang tidak bisa di generalisasi secara positivistik. Lebih jauh menurut Erlin Indarti, para penganut paradigma konstruktivisme mengedepankan kemerdekaan, bukan kebebasan, bagi setiap individu, kelompok individu, atau institusi untuk secara aktif mengkonstruksi hukum dan kemudian secara demokratis membangun konsensus atau kesepakatan. Batas penerapan diskresi atau kemerdekaan untuk menafsir hukum dengan demikian menjadi tidak lagi relevan di dalam paradigma konstruktivisme. Dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain, terus saja berlangsung proses konstruksi-rekonstruksi hukum secara berkelanjutan, disusul oleh terbangun dan tergantikannya kesepakatan atau konsensus relatif, satu-demi-satu.​[37]​
Dalam sebuah kejelasan atas konsep kekuasaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan, masih terdapat kontroversi dari berbagai aspek supaya konsep kekuasaan diskresi tersebut make sense in the context of the legal system dan sekaligus make sense in the world.​[38]​ Maksud dari pernyataan ini adalah pembahasan tentang konsep kekuasaan diskresi dilakukan sedemikian rupa supaya konsep tersebut tidak hanya akseptabel secara kekuasaan perseorangan, tetapi juga sekaligus akseptabel secara yuridis dan secara moral/etis.
Konsep kekuasaan tidak pernah berada dalam makna yang hampa, bahkan dalam pengertiannya yang sederhana sekalipun, “kemampuan berbuat atau bertindak”.​[39]​ Pemahaman kekuasaan oleh umum itu berbicara tentang kekuasaan dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Kekuasaan memperlihatkan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia, sesuatu hubungan sosial sebagai wadah penerapan kekuasaan.
Kekuasaan, dengan demikian memperoleh makna di dalam hubungan sosial sebagai kekuasaan sosial. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara oleh Ossip K. Flechtheim disebut sebagai kekuasaan politik.​[40]​ Adapun Miriam Budiarjo mengartikan kekuasaan politik sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai  dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.​[41]​
Kekuasaan politik, dengan demikian bertujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara dengan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.​[42]​ Oleh karena kekuasaan politik ditujukan kepada negara, pelaksanaan kekuasaan politik berada dalam bingkai fungsi negara. Terkait dengan hal ini, negara menyelenggarakan minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dianggap penting, terutama bagi negara-negara baru dan berkembang.​[43]​ Dalam rangka pencapaian tujuan bersama ini maka negara mempunyai tugas mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan pada tujuan nasional.
Pengendalian dan pengorganisiran fungsi negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dilakukan dengan perantaraan pemerintah beserta alat-alat perlengkapannya.​[44]​ Dalam kenyataannya, pihak atau organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara adalah pemerintah, baik dalam arti sempit –lembaga eksekutif– maupun dalam arti luas, meliputi seluruh badan kenegaraan yang terdapat di dalam negara.​[45]​
Dilihat dari sudut pandang hukum administrasi, fungsi negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya ini terjelmakan sebagai kekuasaan pemerintah. Menurut Lemaire, terdapat kekuasaan yang kelima dalam pemerintahan, yaitu penyelenggara kesejahteraan umum.​[46]​ Karenanya, pemerintahan dalam arti luas mencakup kekuasaan atau fungsi penyelenggara kesejahteraan umum.
Salah satu alasan nyata bagi pertumbuhan kekuasaan pemerintah di negara-negara demokrasi modern adalah perluasan peranan negara di setiap sektor kehidupan masyarakat. Campur tangan negara, terutama dibidang sosial-ekonomi, menyebabkan semakin besarnya keterlibatan pemerintah didalamnya.​[47]​ Keterlibatan pemerintah yang demikian luas dalam tugas negara ini menempatkan dirinya sebagai servis publik, yakni menyelenggarakan dan mengupayakan suatu kesejahteraan umum yang melekat pada negara menimbulkan konsekuensi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah (bestuur) berkewajiban memerhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Pemerintah wajib meningkatkan seluruh kepentingan masyarakat sehingga berakibat pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial- ekonomi masyarakat.
Pemerintah sebagai organ kekuasaan negara menjalankan tugas negara, yaitu melaksanakan fungsi negara menyejahterakan rakyatnya. Dalam rangka menjalankan fungsi negara ini, pemerintah –sebagaimana kewajiban negara– aktif terlibat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Campur tangan negara ini, sebagaimana ditunjukkan oleh pemerintah, untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial. Akan tetapi, mengingat sedemikian luasnya aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang digeluti itu, membawa pemerintah pada suatu konsekuensi khusus, yaitu memerlukan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaanya sendiri secara berdaulat. Dengan kata lain, agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada pemerintah diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri.​[48]​ Kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri ini, didalam hukum administrasi negara dikenal dengan konsep kekuasaan diskresi.
Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dikatakan:​[49]​
Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PejabatPemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Sebagaimana disampaikan diatas, kekuasaan diskresi memiliki problematika secara inheren yaitu kompatibilitas. Salah satu penyebabnya adalah perubahan di dalam masyarakat yang merupakan suatu keniscayaan. Sehingga untuk menangani perubahan tersebut, dalam situasi normal sesuai hukum sesuai hukum ceteris paribus, seharusnya adalah dengan menyesuaikan peraturan yang ada supaya asas legalitas berlaku sebagai panglima. Akan tetapi, sebuah pemerintahan tidak bisa berhenti menunggu penyesuaian peraturan tersebut. Legislator dan legislasi yang tidak antisipatif terhadap isu ini akan menimbulkan kemandekan dalam pemerintahan yang secara sifat harus selalu berkelanjutan. Sebab secara tersurat maupun tersirat kekuasaan diskresi pada pemerintah adalah tuntutan yang sangat kuat. 
Kekuasaan diskresi pemerintah tiap kali harus dipahami bahwa keterbatasan penerapan kekuasaannya oleh asas legalitas bukanlah suatu kontradiksi pokok, sebab asas legalitas sangat vital dalam rangka pengejawantahan konsep konstitusionalisme dalam suatu negara. Jadi kekuasaan diskresi harus mampu memberikan pertanggung-jawaban secara filosofis atas aspek aksiologis dari kekuasaannya. Karena sebenarnya tentang nilai mengapa kekuasaan diskresi menjadi keharusan, memiliki konsekuensi bahwa keberadaannya akan menimbulkan antitomi dengan asas legalitas.
Sebuah pemerintahan tanpa asas legalitas membutuhkan seorang penguasa dengan kapasitas filsuf atau bahkan malaikat, tetapi ini tidak mungkin. Pemikiran yang dikembangkan Plato tentang philosopher king adalah pemikiran utopis.​[50]​ James madison dalam The Federalist no 51 memberikan gugatannya yang sangat terkenal atas isu ini:​[51]​
“If men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controuls on government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: You must first enable the government to controul the governed; and in the next place, oblige it to controul it.
Dan memang penguasa adalah manusia biasa, bukanlah malaikat, karena sangat superprerogatif jika menuntut manusia untuk bertindak laksana malaikat. Maka, asas legalitas, dengan segala kekurangannya, diperlukan sebagai prasyarat minimal untuk mencegah penguasa bertindak arbitrer. 
Ketika kekuasaan diskresi lahir, tidak berarti bahwa asas legalitas kemudian hilang. Kekuasaan diskresi hanyalah pelengkap dan pemberi penyelesaian bagi asas legalitas yang tidak mampu mengantisipasi perubahan keadaan krusial yang sedang terjadi. Suteki berpendapat, bahwa hukum bisa ada sementara sisi punitifnya dapat dihilangkan untuk tujuan yang lebih luas seperti kemanusiaan.​[52]​ Argumen Suteki tersebut dapat dipergunakan untuk menjelaskan fenomena ketidakpatuhan hukum atas nama kemanusiaan, karena hak memerlukan hukum untuk dijaminkan sedangkan dalam Suteki, hak tercipta melalui terobosan hukum.​[53]​ Oleh karena itu, kekuasaan diskresi merupakan suatu produk yuridis yang berdampak manakala kekuasaan ini digunakan dalam tindakan, berlaku perlindungan hukum kepada pembuat tindakan. Dasar perlindungan hukum bagi badan/pejabat pemeritah yang melakukan tindakan diskresi adalah jaminan imunitas dari tindakannya yang harus sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 :​[54]​
Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:
a)	Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
b)	Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
c)	Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan 
d)	Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Maka dari itu kekuasaan diskresi dalam lingkup dari kekuasaan yudisial haruslah progresif, tidak boleh hanya menentukan apakah suatu tindakan sesuai hukum ataukah melanggar hukum, melainkan apakah suatu tindakan itu bermanfaat/tepat guna ataukah tidak.
Dengan beban tanggung jawab yang sangat besar, tindakan diskresi adalah sebuah dilema bagi penyelenggara negara dalam mengelola tanggung jawabnya. Ketika segala prasyarat bagi tindakan diskresi terpenuhi, tidaklah elok kalau tindakan ini diungkit-ungkit karena ketidaksesuaiannya dengan asas legalitas atau lebih serius karena tidak sesuai dengan kepentingan politik segelintir elit kekuasaan.
Akhirnya, untuk mengurai persoalan ini, paradigma konstruktivisme berangkat dari pemahaman bahwa manusia pada galibnya secara merdeka dan aktif mengkonstruksi hukum berdasarkan realitas ekperiensial ( realitas berbasiskan pengalaman) yang ada padanya, serta secara demokratis membangun resultante, kesepakatan, atau konsensus di antara sekalian konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan-persoalan diatas, perlu diupayakan agar hukum dikonstruksikan berdasarkan realitas eksperiensial yang disusun oleh informasi yang valid. Kemerdekaan dalam mengkonstruksi hukum untuk itu harus betul-betul dijamin. Hanya dengan ini demokrasi dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam proses pembangunan resultante, kesepakatan, atau konsensus diantara berbagai konstruksi hukum yang ada. Dalam hal ini, resultante, kesepakatan atau konsensus tersebut bersifat relatif dan kontekstual.
Perempuan memiliki peranan untuk menerima zat anak, mengandung anak, melahirkan anak, menyusui anak. Hanya saja perempuan juga dapat kehilangan hak kemerdekaannya sebagai seorang manusia karena kesalahan yang disebabkan oleh situasi tidak terduga, berada di waktu dan tempat yang tidak tepat ataupun karena kekhilafannya. Dan ironisnya adalah perempuan tersebut sedang hamil (bahkan hingga melahirkan) ataupun menyusui anaknya dalam keadaan sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Keterbatasaan perlindungan hukum bagi narapidana wanita hamil dan menyusui terbukti secara spesifik dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang bunyinya ​[55]​:
(1)	Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(2)	Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
(3)	Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
(4)	Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
(5)	Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.
Dan dalam Pasal 28 Peraturan  Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, yang berbunyi:​[56]​
(1)	Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)	Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
(3)	Setiap tahanan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(4)	Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
(5)	Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.
(6)	Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat menyimpang dari ketentuan ayat (5) berdasar pertimbangan dokter.
Sehingga dalam rangka untuk memfungsionalisasikan sistem pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan tindakan-tindakan penerobosan untuk mengatasi jarak antara perubahan zaman yang sangat dinamis dan kekosongan aturan perundangan demi terciptanya kepastian hukum yang selaras dengan tujuan diskresi sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:​[57]​
(2)	Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
a.	melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b.	mengisi kekosongan hukum;
c.	memberikan kepastian hukum; dan
d.	mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Dengan demikian, tidak akan ada lagi persoalan kakunya hukum ketika diterapkan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui, dan lenturnya hukum tatkala diterapkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang berparadigma konstruktivisme.
F.	Proses Penelitian
1.	Titik Pandang atau Standpoint
Titik pandang atau standpoint adalah menyangkut posisi strategis peneliti yang berkaitan dengan tradisi yang akan menuntun peneliti kedalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.​[58]​
Sementara itu, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Pakar yang lain, David Williams, menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.​[59]​
Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan ‘fenomena’ yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pakar lain, Jane Richie, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.​[60]​
Dari beberapa definisi yang ada, Lexy J. Moleong menyusun suatu sintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah realitas tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.​[61]​
2.	Paradigma 
Berdasarkan gagasan paradigma dari Guba dan Lincoln, peneliti memilih menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Guba dan Lincoln dalam Handbook of Qualitative Research paradigma adalah serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama, atau prinsip-prinsip dasar. Paradigma adalah konstruksi manusia. Paradigma menentukan pandangan peneliti sebagai bricoleur.​[62]​ Keyakinan-keyakinan ini adalah tidak akan pernah dapat ditetapkan dari sudut nilai kebenarannya yang tertinggi. Perspektif, sebaliknya, tidaklah seutuh atau sepadu paradigma, meskipun sebuah perspektif bisa jadi sama-sama mengandung banyak elemen dengan sebuah paradigma, seperti serangkaian umum komitmen metodologis.​[63]​
Lebih jauh, Guba dan Lincoln menyodorkan 4 (empat) paradigma utama yang lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Keempat paradigma dimaksud adalah positivism, post-positivism, critical theory et al, dan constructivism. Perbedaan di antara keempat paradigma tersebut didasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) ‘pertanyaan mendasar’ yang menyangkut:​[64]​
1)	[Pertanyaan] Ontologis, yaitu memunculkan pertanyaan-pertanyaan dasar hakikat, bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai mengenai hal ini;
2)	[Pertanyaan] Epistemologi, yaitu sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini.
3)	[Pertanyaan] Metodologis, yaitu cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat (termasuk peneliti) memfokuskan diri pada cara untuk mendapatkan jawab atas pengetahuan apa yang ingin diketahuinya tersebut tentang dunia.
Adapun jawaban atas pertanyaan ontologis Paradigma Konstruktivisme adalah relativisme. Di sini, relativisme dipahami sebagai realitas majemuk, dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual, lokal, dan spesifik, merupakan ‘konstruksi’ mental/intelektual manusia, bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih informed dan/atau sophisticated; humanis. Transaksional/subjektif merupakan jawaban atas pertanyaan epistemologi. Dalam hal ini, penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi terkait secara interaktif; temuan ‘dicipta’/’dikonstruksi’ bersama; fusi antara ontologi dan epistemologi. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah Hermeneutikal/dialektikal. Menurut metodologi ini memahami ‘konstruksi’ tersebut di-‘interpretasi’, dibandingkan, dan ditandingkan; dengan tujuan distilasi ‘konstruksi’ consensus atau ‘resultante konstruksi’.​[65]​
3.	Strategi Penelitian
Penelitian ini menggunakan perspektif socio-legal. 'Legal' dalam sosio-legal, sesungguhnya terkait dengan studi ilmu hukum yang selama ini banyak dikembangkan dalam pendidikan-pendidikan hukum, terutama mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, interpretasi, dan nalar hukum (legal reasoning). Itu sebab, studi sosio-legal pula menghendaki penstudi atau penelitinya melakukan kajian atas norma-norma yang ada, baik dalam perundang-undangan maupun putusan peradilan, termasuk kajian-kajian atas asas, prinsip, doktrin dan interpretasi yang terkait kasus-kasus atau aturan-aturan.​[66]​
Sedangkan 'sosio' dalam studi sosio-legal merupakan pendekatan ilmu non-hukum, baik yang terkait dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, budaya hukum, politik hukum, atau sejumlah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai obyek kajiannya. Sekalipun demikian, tidak menutup kemungkinan, 'sosio' dalam studi sosio-legal menjangkau sejumlah keilmuan non-hukum yang relevan dengan kajian atau penelitian yang sedang digali jawaban-jawabannya. Dengan penjelasan demikian, maka bolehlah dinyatakan, 'sosio' dalam studi sosio-legal merupakan penelitian sosial tentang hukum.​[67]​ Karenanya, studi sosio-legal tidaklah semata penelitian sosial tentang hukum, melainkan kombinasi keduanya, studi hukum (legal research) dan studi tentang hukum (social studies of law). Kombinasi yang demikianlah berkarakterkan studi sosio-legal sebagai studi interdisipliner.​[68]​
Tujuan dari pendekatan ini adalah "pada akhirnya menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin ilmu dalam upaya untuk mengatasi beberapa batasan teoritis dan metodologis disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan dasar untuk mengembangkan bentuk analisis yang baru".​[69]​
Dalam mempelajari penerapan diskresi oleh Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang; dan hubungannya dengan kepastian hukum, manfaat dari pendekatan ini adalah membantu peneliti untuk memahami dan memberikan gambaran konteks sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, studi ini bukanlah sekedar upaya mengembangkan doktrin hukum. Analisa hukum penting, tetapi dalam kasus ini digunakan pemahaman lebih komprehensif masalah hukum dan aplikasinya. Menghubungkan sebuah studi legislasi, keputusan dan kebijakan dibidang Pemasyarakatan yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang untuk lebih lanjut memungkinkan peneliti agar mengevaluasi apakah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang telah cukup menerapkan diskresi pada beberapa kasus (terutama terhadap Warga Binaan yang sedang hamil maupun menyusui); para pembuat kebijakan (kementrian hingga Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang) telah memberlakukan kebijakan yang tepat, dan sebagainya. 
4.	Metode Pengumpulan Data
a.	Jenis dan Sumber Data
i.	Jenis Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan angka​[70]​, yang menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Bentuk penelitian semacam ini mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai, yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.​[71]​
ii.	Sumber data
Data yang hendak didapatkan untuk menopang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data tersebut berupa perilaku verbal, perilaku yang dapat disampaikan secara lisan, melalui teknik wawancara dan observasi terhadap perilaku nyata, yaitu perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan panca indera secara nyata. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap:
1.	Kurniawati Dewi, Amd. IP.,S.H., Staff Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang.
2.	Vantilia Rahayu, Petugas Bagian Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
3.	Ibu Rohimah, Warga Binaan Hamil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang.
4.	Ibu Reni Kristiani, Warga Binaan Hamil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang.
5.	Ibu Sherly Cristian Harsa, Warga Binaan Hamil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang.
6.	Ibu Nana Lasiana, Warga Binaan Menyusui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang.
7.	Ibu Kasmiyati, Warga Binaan Menyusui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang.
8.	Ibu Nani Indrawati, Ketua Pengadilan Negeri Semarang.
Sedangkan data sekunder terdiri dari:
a)	Bahan hukum primer
Untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer didapatkan dari sumber peraturan perundang-undangan, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bekerjanya sistem pemasyarakatan.
b)	Bahan hukum sekunder
Bahan hukum ini bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini didapatkan melalui studi kepustakaan.
a.	Teknik pengumpulan data




Studi kepustakaan, dilakukan untuk mencari pemahaman teoritis dari hasil pemikiran-pemikiran para pakar (ahli) hukum pidana dan kriminologi, yang memungkinkan dapat digunakan untuk menganalisis segala permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sumber bahannya didapatkan dari majalah-majalah, jurnal-jurnal ilmiah, kumpulan bahan-bahan seminar atau kertas kerja, tulisan-tulisan ilmiah lain yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini.
Studi Dokumenter, dilakukan untuk menelaah dan memahami dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun laporan-laporan berkala dari berbagai instansi penegak hukum, maupun instansi atau departemen lain yang sangat relevan untuk mendukung penelitian ini.
Wawancara dilakukan terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang; Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang yang sedang hamil dan/atau menyusui; dan responden lain sebagai informan, yang akan memberikan masukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, agar arah wawancara dan informasi yang diberikan responden sesuai dan tidak keluar dari tema pokok yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Mengingat pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini merupakan socio-legal, teknik pengumpulan data melalui metode wawancara merupakan teknik yang utama.
b.	Teknik Validasi Data
Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk menjaga kredibiltas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut​[72]​:
a)	Perpanjangan Pengamatan
Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan data-data yang baru.
b)	Meningkatkan Ketekunan 
Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.
c)	Triangulasi 
Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
d)	Analisis Kasus Negative 
Peneliti mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
e)	Menggunakan bahan referensi 
Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.
f)	Mengadakan Member Check 
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
c.	Teknik Analisis Data
Untuk memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti, serta menemukan jawaban atas masalah-masalah yang timbul, maka dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Secara deskriptif ingin digambarkan keadaan objek yang diteliti, dalam hal ini proses penerapan diskresi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang. Secara analitis akan dilihat seberapa jauh kekuasaan diskresi difungsionalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang.
Sehingga semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif. Dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.
G.	Orisinalitas Peneliti
Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa telah ada  peneliti-peneliti terdahulu yang melakukan penelitan dengan fokus kajian sebagaimana diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memiliki kewajiban ilmiah untuk menampilkan unsur pembeda antara peneliti-peneliti terdahulu dengan penulis.
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Sistematika penulisan tesis ini disusun dengan urut-urutan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan.
Dalam Bab Pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang dan arti pentingnya pemasalahan bentuk diskresi petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan yang hamil dan menyusui dalam tesis ini, yaitu antara lain disebabkan selama ini regulasi yang mengatur lembaga pemasyarakatan dirasa kurang mendukung proses pemasyarakatan terpidana yang sedang hamil maupun menyusui.
Bab II Tinjauan Pustaka.
Pada Bab Tinjauan Pustaka ini akan diuraikan mengenai pengertian pidana dan pemidanaan, perkembangan pidana hilang kemerdekaan dan pelaksanaannya di Indonesia, perkembangan pemikiran perspektif gender di Indonesia dan pengertian diskresi hingga peranannya sebagai implementasi paradigma konstruktivisme oleh petugas lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu segmen sistem peradilan pidana, serta sebagai ujung tombak pelaksana dari tujuan pemidanaan.
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.
Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti dalam tesis ini, dalam Bab III ini akan dibahas hal-hal mencakup kondisi umum lokasi penelitian, regulasi serta prosedur dalam penempatan, pemeliharaan, dan pembinaan warga binaan yang hamil dan menyusui, pemanfaatan diskresi dalam membina warga binaan hamil dan menyusui dan kendala-kendala (faktor penghambat) yang timbul dalam pelaksanaan diskresi beserta solusinya.
Bab IV Penutup.






Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diskresi bisa menjadi sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu, namun di sisi lain diskresi juga bisa menjadi biang malapetaka apabila digunakan untuk tujuan-tujuan  yang menyimpang karena kewenangan dalam sebuah jabatan bagaikan kemudi yang bisa diarahkan kemanapun sesuai yang diinginkan oleh si pengemudi, sehingga untuk menjaga penyelenggaraan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya kearifan dan kejujuran dari si pemegang kewenangan.​[73]​
Amrah Muslimin memberikan definisi tentang diskresi sebagai kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting dan sekonyong-konyong sedangkan peraturan penyelesaiannya belum ada, sedangkan H.F Abraham Amos lebih memahami diskresi sebagai kewajiban dari pejabat pemerintah untuk tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya.​[74]​
Menurut Saut P. Panjaitan, diskresi yang dalam bahasa Perancis disebut pouvoir discretionnaire atau dalam bahasa Jerman disebut freies ermessen merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas. Menurut Prof. Benyamin, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi, sedangkan Gayus T. Lumbuun mendefiniskan diskresi sebagai kebijakan dari pejabat negara mulai dari pusat sampai ke daerah yang intinya membolehkan pejabat publik untuk melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, asalkan memiliki tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).​[75]​ Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.​[76]​
Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi bahwa: “discretion is power of authority conferred by law to action on the basic of judgement of consciene, and its use is more than idea of morals than laws” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum (undang-undang).​[77]​ Menurut Wayne La Farve maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.​[78]​ Definisi ini menghantar pada pemahaman bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggungjawab seseorang mempunyai unsur penting dalam diskresi. Jadi, berangkat dari beberapa pengertian mengenai diskresi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana Diskresi pada dasarnya adalah kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Semarang.
Selanjutnya, istilah diskresi dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni:
a.	Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b.	Mengisi kekosongan hukum;
c.	Memberikan kepastian hukum; dan
d.	Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. 
Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.
Ruang lingkup Diskresi pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, meliputi:
a.	Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
b.	Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
c.	Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
d.	Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah
a.	Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
b.	Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
c.	Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
d.	Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
e.	Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
f.	Dilakukan dengan iktikad baik
Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) dinyatakan penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran, wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.
B.	Paradigma konstruktivisme
Secara historis, muncul penekanan kuat pada kuantifikasi dalam ilmu pengetahuan. Matematika sering kali di istilahkan sebagai “induk ilmu pengetahuan seperti fisika dan kimia yang terlebih-lebih cocok dengan kuantifikasi lazimnya dikenal sebagai “keras”. Bidang-bidang keilmuan yang kurang dapat dikuantifikasi, seperti biologi (meskipun kini berkembang secara pesat) dam terutama ilmu-ilmu sosial, dikenal sebagai “lunak”, bukan dengan maksud meremehkan melainkan sekadar menunjukkan ketidaktepatan (dugaan) dan sifat kurang dapat diandalkannya. Kematangan ilmiah lazimnya dipercaya akan muncul seiring dengan meningkatnya tingkat kuantifikasi yang ada dalam suatu bidang keilmuan tertentu.
Bahwa kasusnya demikian, sama sekali tidak mengejutkan. “Pandangan yang diterima” tentang ilmu (positivisme, berubah menjadi post-positivisme sepanjang perjalanan abad ini) memfokuskan diri pada usaha-usaha untuk memverifikasi (positivisme) atau memfalsifikasi (post-positivisme) berbagai hipotesis a priori, yang paling bermanfaat dinyatakan dinyatakan sebagai proposisi (kuantitatif) matematis atau berbagai proposisi yang dapat dengan mudah diubah ke dalam rumus-rumus eksak matematika yang menunjukkan hubungan fungsional. Ketepatan perumusan sangatlah bermanfaat ketika tujuan ilmu adalah untuk memprediksi dan mengendalikan fenomena alam. Di samping itu, telah tersedia sederet model statistik dan matematik yang kuat. Terakhir, juga dijumpai keyakinan yang tersebar luas bahwa hanya data kuantitatiflah yang paling sahih atau berkualitas tinggi.​[79]​
John Stuart Mill disebut-sebut sebagai orang pertama yang mendorong para ahli ilmu sosial untuk mengungguli sepupu (ilmu-ilmu alam) mereka yang lebih tua dan “lebih keras”, dengan menjanjikan bahwa apabila sarannya dituruti, maka pematangan pesat bidang-bidang keilmuan ini, sekaligus kebangkitan dari kungkungan filosofis dan teologis yang membatasi mereka, akan menyusul. Para ahli ilmu sosial benar- benar mengikuti saran tersebut (yang boleh jadi sampai pada suatu tingkat yang pastinya akan mengejutkan Mill seandainya ia masih hidup hingga saat ini) karena alasan-alasan yang lain pula. Mereka adalah “anak-anak muda di seberang jalan”; jika kuantifikasi bisa membawa menuju terpenuhinya janji Mill, pendongkrak status dan politik pun akan bertambah yang tentunya sangat menguntungkan para praktisi baru keilmuan. Dengan demikian, peniruan berpeluang membawa menuju penerimaan yang lebih besar sekaligus pengetahuan yang lebih sahih.
Namun, pada tahun-tahun belakangan, reaksi keras menentang kuantifikasi telah bermunculan. Dua kritik, satu yang lekat dengan paradigma konvensional (yakni, dalam bentuk asumsi-asumsi metafisis yang menentukan sifat dasar penelitian positivis) dan satunya lagi yang terlepas darinya (yakni, dalam bentuk asumsi-asumsi yang menentukan berbagai paradigma alternatif), telah menguat sehingga tidak hanya tampak menjanjikan munculnya pemikiran ulang tentang manfaat data kualitatif, namun juga mempertanyakan asumsi-asumsi yang melandasi dugaan keunggulan kuantifikasi itu sendiri.
Berbagai persoalan tersirat telah mengemukakan untuk menantang kearifan konvensional; beberapa kritik internal (intraparadigma) di antaranya diuraikan di bawah ini.​[80]​
Melepaskan Konteks. Berbagai pendekatan eksak kuantitatif yang memfokuskan diri pada satuan-satuan kecil variabel secara otomatis “melepaskan” dari pertimbangan, melalui kontrol yang tepat atau randomisasi, berbagai variabel lainnya yang ada dalam konteks yang boleh jadi, jika diberi peluang untuk memunculkan pengaruh-pengaruhnya, akan mengubah drastis temuan-temuan penelitian. Di samping itu, desain yang berciri eksklusioner (bersifat mengesampingkan) semacam itu, meskipun bisa meningkatkan keketatan teoretis sebuah penelitian, mengurangi relevansi-nya, yakni, sifat praktis atau keumumannya, karena hasil-hasil dari desain semacam itu hanya dapat diterapkan dengan baik pada situasi yang sama-sama terpotong atau terlepas secara kontekstual (di laboratorium yang lain, misalnya). Data kualitatif, diyakini, dapat memulihkan ketimpangan tersebut dengan cara memberikan informasi yang kontekstual.
Pengesampingan Makna dan Tujuan. Perilaku manusia, berbeda dengan perilaku benda-benda fisik, tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada makna dan tujuan yang dilekatkan oleh pelaku-pelaku manusia pada berbagai aktivitas mereka. Data kualitatif, diyakini, dapat memberikan pengertian yang mendalam tentang perilaku manusia.
Pemisahan Teori-Teori Utama dari Konteks Lokal: Dilema etik/emik. Teori etik (orang luar) yang memusatkan perhatiannya pada sebuah penelitian oleh seorang peneliti (atau pada berbagai hipotesis yang diajukan untuk diuji) boleh jadi tidak banyak memiliki makna atau bahkan tidak sama sekali dalam pandangan emik (orang dalam) tentang berbagai individu, kelompok, masyarakat, atau kebudayaan yang diteliti. Data kualitatif, diyakini, bermanfaat untuk menyingkap berbagai pandangan emik; teori-teori, agar bisa menjadi sahih, harus didasarkan secara kualitatif.​[81]​ Pelandasan yang demikian itu merupakan hal yang sangat penting dilihat dari kian tajamnya kritik terhadap ilmu sosial karena gagal memberikan penjelasan yang memuaskan tentang kehidupan orang pinggiran (”yang lain”) atau gagal memberikan bahan mentah  bagi kritik terhadap kebudayaan barat itu sendiri.​[82]​
Tidak Dapat Diterapkannya Data Umum pada Kasus-Kasus Individual. Persoalan ini kadang-kadang digambarkan sebagai pemisahan nomotetik/ideografik. Generalisasi, meskipun secara statistik mungkin sangat berarti, tidak dapat diterapkan pada kasus individual (fakta, katakanlah bahwa 80% individu-individu yang memperlihatkan gejala-gejala tertentu mengidap kanker paru-paru  sebagus-bagusnya merupakan bukti yang tidak sempurna untuk menyatakan bahwa seorang pasien tertentu yang menunjukkan gejala-gejala seperti itu pasti mengidap kanker paru-paru). Data kualitatif, dipercaya, dapat membantu mencegah ambiguitas semacam itu.
Pengesampingan Dimensi Penemuan dalam Penelitian. Penekanan konvensional pada verifikasi hipotesis spesifik dan a priori mengesampingkan sumber dari hipotesis-hipotesis tersebut, yang biasanya dicapai dengan apa yang secara umum disebut sebagai proses penemuan. Menurut ‘pandangan yang tidak diterima’, hanya penelitian empiriklah yang layak disebut “ilmu pengetahuan”. Dengan demikian, metodologi normatif kuantitatif lebih diistimewakan daripada pandangan para pemikir yang kreatif dan divergen. Himbauan akan masukan-masukan kualitatif diharapkan dapat memulihkan ketidakseimbangan ini.
Berbagai persoalan intraparadigma yang dipaparkan dimuka memunculkan sebuah tantangan berat terhadap metodologi konvensional, namun yang dapat dihilangkan, atau sekurang-kurangnya diperbaiki, melalui penggunaan lebih banyak data kualitatif. Banyak kritikus pandangan yang diterima sekadar puas dengan berhenti pada titik tersebut; yang oleh karenanya banyak himbauan akan masukan-masukan yang lebih berciri kualitatif terbatas pada penyesuaian   tingkat-metode ini. Bahkan, sebuah tantangan yang lebih berat lagi telah dimunculkan oleh para kritikus yang telah mengajukan berbagai paradigma alternatif yang tidak hanya mencakup kualifikasi pendekatan, namun juga berbagai penyesuaian fundamental asumsi-asumsi dasar yang memandu jalannya penelitian secara keseluruhan. Penolakan mereka terhadap pandangan yang diterima dapat dijustifikasi berdasarkan sejumlah alasan​[83]​, namun yang utama dari kritik eksternal (ekstraparadigma) di antaranya adalah sebagai berikut​[84]​:
Fakta yang Sarat-Teori. Berbagai pendekatan konvensional kearah penelitian yang melibatkan verifikasi atau falsifikasi hipotesis mengasumsikan kemandirian bahasa teoretis dan observasional. Agar sebuah penelitian dapat objektif, maka berbagai hipotesis harus dinyatakan dengan cara-cara yang terlepas dari cara pengumpulan fakta-fakta yang diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut. Namun, saat ini tampaknya diyakini tanpa keraguan bahwa teori dan fakta sebenarnya saling bergantung –yakni, bahwa fakta itu disebut fakta (jika) ada dalam kerangka teoretis tertentu. Dengan demikian, asumsi fundamental dari pandangan yang diterima pun terlihat taksa makna. Jika hipotesis dan penelitian tidak lagi bebas, “fakta” hanya dapat dipandang melalui “jendela” teoretis dan objektivitas pun mengalami kekaburan
Lemahnya Determinasi Teori. Persoalan ini juga dikenal sebagai persoalan induksi. Bukan hanya fakta yang ditentukan oleh kerangka teori yang menjadi sarana seseorang melihat fakta tersebut, namun kerangka-kerangka teori yang berbeda bisa jadi sama-sama didukung dengan baik oleh sederet “fakta” yang sama. Meskipun dimungkinkan, dengan mempertimbangkan sebuah teori yang padu, untuk menurunkan fakta-fakta apa saja yang perlu hadir melalui jalan deduksi, namun tetap tidak akan pernah mungkin, dengan mempertimbangkan sekumpulan fakta yang padu, untuk sampai pada sebuah teori yang tunggal dan niscaya melalui jalan induksi. Sungguh, kesulitan inilah yang telah memaksa para filsuf seperti Popper (1968) untuk menolak gagasan tentang verifikasi teori dan lebih mendukung gagasan tentang falsifikasi teori. Dengan mempertimbangkan bahwa sejuta angsa putih saja tidak akan pernah dapat dicapai, dengan penuh kemantapan, maka proposisi yang menyatakan bahwa semua angsa adalah putih dapat di-falsifikasi secara sempurna oleh seekor angsa hitam. Dengan demikian, posisi historis ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat mengantarkan pada, melalui metode-metodenya, kebenaran yang “nyata” secara tajam disangsikan.
Fakta yang Sarat-Nilai. Seperti halnya teori dan fakta yang saling bergantung, demikian pula halnya dengan nilai dan fakta. Sesungguhnya dapat dinyatakan bahwa teori merupakan pernyataan nilai itu sendiri. Dengan demikian, “fakta-fakta” dugaan tidak hanya dipandang melalui jendela teori namun juga jendela nilai. Sikap bebas-nilai dari pandangan yang diterima pun dipertanyakan.
Sifat Saling Memengaruhi antara Peneliti-Yang Diteliti. Pandangan ilmu pengetahuan yang diterima menggambarkan peneliti sebagai sosok yang berdiri  di belakang cermin satu arah, memandang fenomena alamiah apa adanya dan mencatatnya secara objektif. Peneliti (ketika menggunaka metodologi yang tepat) tidak memengaruhi fenomena ataupun sebaliknya. Namun, bukti seperti prinsip ketak pastian Heisenberg dan komplementaritas Bohr telah mengguncang cita-cita tersebut dalam ilmu-ilmu keras​[85]​; bahkan skeptisisme yang lebih besar pasti muncul dalam ilmu-ilmu sosial. Sebenarnya, gagasan yang menyatakan bahwa temuan-temuan terjadi melalui interaksi antara peneliti dengan fenomena (yang dalam ilmu-ilmu sosial, biasanya adalah manusia) sering kali merupakan uraian tentang proses penelitian yang lebih masuk akal daripada gagasan yang menyatakan bahwa hasil penelitian ditemukan melalui obeservasi objektif “sebagaimana mereka yang sesungguhnya, dan sebagaimana cara kerja mereka yang sesungguhnya.”
Berbagai kritik intraparadigma, meskipun mengungkapkan banyak persoalan inheren dalam ‘pandangan yang diterima’ dan, sungguh, menawarkan sejumlah jawaban yang bermanfaat bagi persoalan tersebut, sangat sedikit menarik minat –atau penekanan– dibandingkan dengan berbagai kritik ekstraparadigma, yang memunculkan persoalan konsekuensi sedemikian rupa sehingga ‘pandangan yang diterima’ dipertanyakan habis-habisan. Beberapa paradigma alternatif telah ditawarkan, sebagian bersandar pada asumsi-asumsi yang sama sekali tidak konvensional. 
Sebuah paradigma bisa dipandang sebagai sekumpulan kepercayaan dasar (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip puncak atau pertama. Paradigma mewakili pandangan dunia yang menentukan, bagi pemakainya, sifat “dunia”, tempat individu didalamnya, dan rentang hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya, seperti, misalnya, yang dilakukan oleh kosmologi dan teologi. Kepercayaan bersifat dasar dalam pengertian bahwa kepercayaan tersebut harus diterima semata-mata berdasarkan keyakinan (betapa pun bagus argumentasinya); tidak ada cara untuk membuktikan kebenaran puncaknya. Jika memang ada, maka perdebatan filosofis yang tercermin dalam tulisan ini tentunya telah berhasil dipecahkan ribuan tahun yang lalu.
Bagi para peneliti, berbagai paradigma penelitian memberikan penjelasan tentang apa yang hendak mereka lakukan, dan apa saja yang masuk dalam dan di luar batas-batas penelitian yang sah. Kepercayaan dasar yang menentukan berbagai paradigma penelitian dapat diringkas berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para penganut sebuah paradigma tertentu untuk menjawab tiga pertanyaan yang paling fundamental, yang saling berkaitan erat sedemikian rupa sehingga jawaban yang diberikan untuk satu pertanyaan, apa pun susunannya, memaksa pola jawaban bagi dua pertanyaan lainnya, yaitu:​[86]​
1.	Pertanyaan Ontologis. Apakah bentuk dan sifat realitas dan, oleh karena itu, apakah yang ada di sana yang dapat diketahui tentangnya? Misalnya, jika diasumsikan sebuah dunia “nyata”, sesuatu yang dapat diketahui tentangnya merupakan “bagaimana keadaan segala sesuatu itu yang sesungguhnya” dan “bagaimana cara kerja segala sesuatu itu yang sesungguhnya.” Oleh karenanya, hanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan berbagai hal tentang eksistensi yang “nyata” dan tindakan yang “nyatalah” yang dapat diterima; berbagai pertanyaan lain, seperti pertanyaan yang menyangkut berbagai hal tentang signifikansi estetik dan moral, berada di luar wilayah penelitian ilmiah yang sah.
2.	Pertanyaan Epistimologi. Apakah sifat hubungan yang terjalin antara yang mengetahui atau calon yang mengetahui dengan sesuatu yang dapat diketahui? Jawaban yang dapat diberikan untuk pertanyaan ini dibatasi oleh jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan ontologis; artinya, kini tidak sembarang hubungan yang dapat dipostulatkan. Jadi jika, misalnya, diasumsikan suatu realitas yang “nyata”, sikap yang mengetahui haruslah berupa sikap keterpisahan objektif atau bebas-nilai agar mampu menemukan “bagaimana keadaan segala sesuatu itu yang sesungguhnya” dan “bagaimana cara kerja segala sesuatu itu yang sesungguhnya.” (sebaliknya, asumsi tentang sikap objektivis mengisyaratkan adanya sebuah dunia “nyata” yang dapat diketahui secara objektif.)
3.	Pertanyaan Metodologis. Apa saja cara yang ditempuh peneliti untuk menemukan apa pun yang ia percaya dapat diketahui? Sekali lagi, jawaban yang dapat diberikan terhadap pertanyaan ini dibatasi oleh jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk dua pertanyaan pertama; artinya, tidak sembarang metode yang sesuai. Misalnya, sebuah realitas “nyata” yang dikaji oleh seorang peneliti yang “objektif” memberikan kontrol terhadap faktor-faktor yang mungkin campur aduk, apakah metode tersebut merupakan metode kualitatif (katakanlah, observasional) atau metode kuantitatif (katakanlah, analisis kovarian). (Sebaliknya, pemilihan satu metodologi manipulatif –katakanlah eksperimen– mengisyaratkan kemampuan untuk menjadi objektif dan sebuah dunia nyata yang juga objektif.) Pertanyaan metodologis tidak dapat direduksikan menjadi sebuah pertanyaan tentang metode; metode harus disesuaikai dengan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Paradigma sebagai sekumpulan kepercayaan dasar, sulit dibuktikan dalam pengertian konvensional; tidak ada cara untuk meningkatkan satu paradigma di atas paradigma yang lain berdasarkan kriteria puncak atau fundamen. (Namun perlu kita ingat-ingat bahwa hal-ihwal persoalan tersebut tidak menyeret kita ke dalam sikap relativis radikal.​[87]​) Menurut Guba dan Lincoln, setiap paradigma apapun hanyalah mewakili pandangan yang matang dan canggih yang mampu diciptakan oleh para penganutnya, dengan mempertimbangkan cara yang tiap orang pilih untuk menjawab tiga pertanyaan pokok tersebut. Guba dan Lincoln berpendapat bahwa sederet jawaban yang diberikan dipandang dari semua sisi adalah konstruksi manusia; artinya, sederet jawaban tersebut adalah ciptaan pikiran manusia dan karenanya tunduk pada kesalahan manusia. Tidak ada konstruksi yang benar atau dapat menjadi benar tanpa memunculkan perdebatan; para pendukung konstruksi apa pun harus lebih bersandar pada sifat kepahaman dan kemanfaatan daripada pembuktian dalam mempertahankan posisi mereka. 
Paradigma konstruktivisme memiliki kekhasan tersendiri tentang jawaban terhadap 3 pertanyaan dasar pada paradigma konstruktivisme:​[88]​
i.	Ontologi: Relativisme.
Realitas bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik (meskipun berbagai elemen sering kali sama-sama dimiliki oleh berbagai individu dan bahkan bersifat lintas budaya), dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih “benar”, dalam pengertian mutlak, namun sekadar lebih atau kurang matang dan/atau canggih. Konstruksi terseut dapat diubah, sebagaimana “realitas” ikutannya juga demikian. Posisi ini sebaiknya dibedakan dari nominalisme dan idealisme.​[89]​
ii.	Epistemologi: Transaksional dan Subjektivis.
Peneliti dan objek penelitian dianggap terhubung secara timbal balik sehingga “hasil-hasil penelitian” terciptakan secara literal seiring dengan berjalannya proses penelitian. Pembedaan konvensional antara ontologi dengan epistemologi pun lenyap, sebagaimana yang terjadi dalam teori kritis.
iii.	Metodologis: Hermeneutis dan Dialektis.
Sifat variabel dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermeneutik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untu mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).
Kontruktivisme, sekurang-kurangnya dalam ilmu-ilmu sosial, hadir lebih akhir daripada pemikiran interpretivis, meskipun akarnya bisa dijumpai pada argumen-argumen filsafat paling awal. Kalangan konstruktivis sibuk dengan berbagai perhatian yang terkait, namun agak berbeda dengan perhatian rekan-rekan mereka dari kalangan interpretivis. Interpretivisme dipahami sebagai reaksi terhadap upaya untuk mengembangkan ilmu alam ke dalam dunia sosial. Karakteristik konstruktivisme adalah metodologi empiris logis dalam pengertian luas dan ajakan untuk menerapkan kerangka tersebut ke dalam penelitian manusia.
Kalangan konstruktivis sama-sama memiliki perhatian ini, dan mereka mendukung penekanan kalangan interpretivis pada dunia pengalaman sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh para aktor sosial. Namun, kekhasan mereka adalah ide-ide objektivisme, realisme empiris, kebenaran objektif, dan esensialisme. Karin Knorr-Cetina menjelaskan bahwa “bagi kalangan objektivis, dunia terdiri atas fakta-fakta dan tujuan ilmu pengetahuan adalah memberikan penjelasan yang gamblang tentang gambaran dunia”​[90]​. Kenneth Gergen menambahkan: “modernisme berpegang teguh pada pandagan bahwa dunia secara esensial ada untuk dipelajari. Fakta-fakta hadir secara terpisah dari kita sebagai peneliti, dan jika kita rasional, kita akan bisa mengetahui fakta-fakta tersebut sebagaimana adanya”​[91]​.
Kalangan konstruktivis berpegang teguh pada pandangan yang sebaliknya bahwa apa yang kita pahami sebagai pengetahuan dan kebenaran objektif merupakan hasil perspektif. Pengetahuan dan kebenaran diciptakan, tidak ditemukan oleh pikiran. Mereka menekankan karakter realitas yang jamak dan lentur –jamak dalam pengertian bahwa realitas bisa diungkapkan dalam beragam sistem simbol dan bahasa; lentur dalam pengertian bahwa realitas bisa direntangkan dan dibentuk sesuai dengan tindakan-tindakan bertujuan dari para pelaku manusia yang juga memiliki tujuan. Mereka mendukung pandangan bahwa “bertolak belakang dengan pendapat umum, tidak ada ‘dunia riil’ unik yang ada lebih dulu dan terpisah dari aktivitas mental manusia dan bahasa simbolik manusia”​[92]​. Sebagai ganti dari pandangan realis tentang teori dan pengetahuan, konstruktivis menekankan fungsi instrumental dan praktis dari konstruksi teori dan tindakan mengetahui.
Kalangan konstruktivis adalah antiesensialis. Mereka menyatakan bahwa yang kita anggap sebagai jenis-jenis yang self-evident, benar dengan sendirinya, (dalam hal ini pria, perempuan, kebenaran, diri) sesungguhnya adalah hasil praktik-praktik diskursif yang rumit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Diana Fuss:​[93]​
Apa yang dipertaruhkan oleh kalangan konstrusionis adalah sistem-sistem representasi, praktik-praktik sosial dan material, aturan-aturan diskursus, dan efek-efek ideologis. Singkatnya, yang paling utama, kalangan konstruksionis menekuni produksi dan pengorganisasian perbedaan-perbedaan, dan oleh karena itu mereka menolak pandangan bahwa segala jenis yang esensial atau natural mendahului proses determinasi sosial.
Dalam pengertian umum, kita semua adalah konstruktivis jika kita percaya bahwa pikiran aktif dalam mengonstruksi pengetahuan. Sebagian besar kita tentu setuju bahwa tindakan mengetahui tidaklah pasif –semata-mata memasukkan data ke dalam pikiran– namun aktif; pikiran melakukan sesuatu terhadap impresi-impresi ini, setidaknya membentuk abstraksi atau konsep. Dalam pengertian ini, konstruktivisme menyatakan bahwa manusia tidak menemukan atau mendapatkan pengetahuan namun menyusun atau membentuknya. Kita menciptakan konsep, model, dan skema untuk menjelaskan pengalaman dan, selanjutnya, kita terus-menerus menguji dan memodifikasi konstruksi-konstruksi ini berdasarkan pengalaman baru.
Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kenneth Strike, “klaim bahwa orang aktif dalam mengetahui atau menyusun pengetahuan adalah agak tidak menarik. Ia tidak menarik karena tidak seorang pun, kecuali sedikit kaum behavioris yang menyimpang, menolaknya”.​[94]​ Bahkan di kalangan positivis logis sekalipun, sasaran favorit dari orang-orang yang mengaku sebagai “konstruktivis,” adalah diri mereka sendiri konstruktivis dalam pengertian yang dikemukakan di atas. Mereka berpendirian bahwa pengertian-pengertian teoretis sesungguhnya adalah abstraksi atau bentukan manusia yang semata-mata merupakan alat untuk mengatur dan mengungkapkan hubungan-hubungan di antara hal-hal yang dapat diobservasi. 
Selain itu, seseorang tidak perlu menjadi antirealis untuk menjadi konstruktivis. Seseorang bisa secara rasional berpandangan bahwa konsep dan gagasan adalah diciptakan (bukan ditemukan) namun juga berpandangan bahwa ciptaan-ciptaan ini berkorespondensi dengan sesuatu di dunia nyata. Gambaran teori kalangan empirisis logis yang diuraikan oleh Herbert Feigl –serentetan pandangan manusia yang mempunyai makna lantaran hubungan mereka dengan “sumber pengalaman”– hanyalah pandangan semacam itu. Demikian juga, pandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah diciptakan dan cenderung-salah (falibilisme epistemologis) bersanding mesra dengan kepercayaan pada dunia riil yang terpisah dari pengetahuan manusia tentang dunia riil (realisme ontologis) dalam epistemologi evolusioner Donald Campbell dan dalam filsafat Popperian tentang karakteristik ilmu sosial D.C. Phillips.
“Paradigma konstruktivisme” Egon Guba dan Yvona Lincoln adalah paradigma elektik dalam banyak aspek. Pada mulanya keduanya menyebut pendekatannya sebagai “penelitian naturalistik”​[95]​. Namun, belakangan keduanya mulai menyebut metodologinya sebagai konstruktivisme​[96]​, meskipun keduanya mengakui bahwa pendekatan konstruktivis, interpretatif, naturalistik, dan hermeneutik memiliki pengertian yang sama. Keduanya menawarkan paradigma konstrutivisnya sebagai pengganti apa yang disebut sebagai paradigma penelitian konvensional, ilmiah, atau positivis, dan keduanya telah menjelaskan secara detail berbagai asumsi epistemologis dan ontologis, tujuan, prosedur, dan kriteria pendekatannya.
Filsafat konstruktivis mereka berdua berciri idealis; dalam arti, keduanya berpandangan bahwa sesuatu yang riil sesungguhnya merupakan sebuah konstruksi dalam pikiran para individu​[97]​. Filsafat konstruktivis keduanya juga pluralis dan relativis: ada banyak konstruksi, yang sering kali saling bertentangan, dan seluruhnya (sekurang-kurangnya secara potensial) memiliki makna. Menurut Guba dan Lincoln, perkara apakah atau konstruksi-konstruksi yang manakah yang ‘benar’ merupakan perkara yang secara sosiohistoris bersifat relatif. Kebenaran adalah perkara konstruksi yang paling matang dan paling canggih (sophisticated) yang menjadi konsensus pada waktu tertentu. 
Seperti kelompok pakar yang mendukung sudut pandang feminis sebagaimana dijelaskan diatas, Guba dan Lincoln berpandangan bahwa peneliti tidak bisa (tidak perlu) lepas sama sekali dari yang diteliti dalam aktivitas meneliti berbagai konstruksi. Oleh karena itu, temuan atau konstruksi literal dari proses penelitian itu sendiri. Berbagai konstruksi, pada akhirnya ada dalam pikiran individu: “konstruksi tersebut tidak berada di luar para individu yang menciptakan dan memilikinya; konstruksi tersebut bukan sebuah dunia ‘objektif’ yang keberadaannya terpisah dari para konstruktornya​[98]​.
Aktivitas penelitian berangkat dari berbagai isu dan/atau perhatian para partisipan dan melewati dialektika iterasi, analisis, kritik, reiterasi, reanalisis, dan sebagainya yang pada akhirnya sampai pada konstruksi bersama (antara peneliti dengan responden) tentang sesuatu (temuan atau hasil). Berbagai konstruksi bersama yang muncul dari aktivitas penelitian dapat dinilai dari segi sejauh mana konstruksi tersebut sesuai dengan data dan informasi yang dimilikinya; sejauh mana “kegunaan” konstruksi tersebut, dalam arti memberikan tingkat penjelasan yang meyakinkan; dan sejauh mana memeliki “relevansi” dan “dapat dimodifikasi”​[99]​.
Sifat-sifat konstruksi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.	Konstruksi adalah upaya untuk menjelaskan atau menafsirkan pengalaman, dan kebanyakan bersifat bisa mempertahankan dan memperbarui diri.
2.	Sifat atau kualitas konstruksi yang dihasilkan bergantung pada “rangkaian informasi yang tersedia bagi si konstruktor, dan kecanggihan konstruktor dalam mengolah informasi tersebut”​[100]​.
3.	Konstruksi dikenal secara luas, dan sebagaimana merupakan “konstruksi yang diupayakan dalam arti, upaya-upaya kolektif dan sistematis demi sebuah kesepakatan umum tentang sesuatu, misalnya, ilmu pengetahuan​[101]​.
4.	Meskipun semua konstruksi harus dianggap bermakna, sebagiannya bisa saja dianggap “malkonstruksi” karena “tidak lengkap, simplistik, tidak menjelaskan, secara internal inkonsisten, atau diperoleh melalui sebuah metodologi yang tidak memadai”.​[102]​
5.	Penelitian bahwa sebuah konstruksi tidak sempurna bisa diputuskan hanya dengan mengacu pada “paradigma yang digunakan oleh konstruktor”​[103]​; dengan kata lain, kriteria atau standarnya harus spesifik, oleh karenanya sebuah konstrusi keagamaan hanya dapat dinilai layak atau tidak melalui paradigma keagamaan tertentu yang menjadi sumber dihasilkannya konstruksi keagamaan tersebut​[104]​
6.	Konstruksi seseorang gugur atau harus direvisi ketika orang tersebut mengetahui bahwa informasi/data baru bertentangan dengan konstruksinya atau ketika ia menyadari kurangnya kecanggihan intelektual pada dirinya yang diperlukan untuk menjelaskan informasi/data baru tersebut.
C.	Tugas Dan Wewenang Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Paradigma Konstruktivisme
Jika dipahami secara luas dan mendalam, peran pembinaan narapidana yang hamil dan/menyusui oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang harus dalam kerangka berfikir konstruktivis. Sebab secara positivistik wewenang, tugas dan tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan diatur secara spesifik dalam Bab II Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan. Dimana disebutkan dalam pasal 4:​[105]​
(3)	Kepala RUTAN/Cabang RUTAN, Kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas :
a.	melaksanakan program perawatan;
b.	menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
c.	membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
(4)	Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan :
d.	perlindungan terhadap hak asasi manusia;
e.	asas praduga tak bersalah; dan
f.	asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara jelas dalam pasal 4 tersebut disampaikan bahwa tugas dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus melaksanakan program perawatan dan penjagaan, pula mendukung proses peradilan yang kondusif dalam rangka pengintegrasian antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat sebagai tujuan dari pemasyarakatan. Serta dalam pelaksanaan tugasnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus menjunjung hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah dan asas pengayoman, karena para warga binaannya adalah seorang yang melakukan kesalahan dengan melanggar suatu aturan hukum dan jelas tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi.
Selaras dengan ini Muladi mengatakan bahwa, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan  narapidana yang sering disebut theurapetics proccess, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.​[106]​ Oleh karenanya, apabila warga binaan pemasyarakatan dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit, tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga. 
Demikian pula halnya dengan pembinaan narapidana yang hamil dan/atau menyusui, petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan di luar kewajaran. Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Selain dipahami oleh Petugas Pemasyarakatan, konsep ini harus dipahami oleh setiap warga binaan pemasyarakatan, terutama bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui. Menurut pasal 5 Code of Conduct for Law Enforcement Officials menegaskan bahwa: “ Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan, mendorong atau mentoleransi tindakan penyiksaan, juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa, sebagai pembenaran penyiksaan”.​[107]​




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian penerapan diskresi petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang hamil dan atau menyusui dalam tesis ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang. Penyajian gambaran kondisi lokasi penelitian secara umum, dimaksud untuk memberikan identifikasi komponen-komponen atau faktor-faktor yang menunjang bekerjanya sistem pemasyarakatan pada umumnya dan penerapan diskresi pada khususnya. Komponen perangkat keras bisa meliputi bentuk bangunan, kapasitas lembaga pemasyarakatan, peralatan proses pembinaan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Sedangkan komponen perangkat lunak dapat menyangkut tingkat kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia, yang melaksanakan program pemasyarakatan.
a.	Kondisi Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang ada sekarang ini termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai benda cagar budaya tidak bergerak di kota semarang yang harus dilestarikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang yang sekarang ada dengan nama resmi “Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang”, berlokasi di kelurahan Pendrikan Kidul tepatnya  jalan Mgr. Sugiyopranoto No.59, kecamatan Semarang Tengah, Kodya Dati II Semarang.
Mengenai kriteria pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PL.01.01 tahun 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang ditetapkan tanggal 11 April 1985. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut antara lain menyebutkan: bahwa letak, luas tanah/lahan dan luas bangunan serta luas areal lembaga pemasyarakatan paling tidak harus memenuhi persyaratan:
1.	Letak diluar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi (telepon), fasilitas penerangan (listrik) serta air bersih.
2.	Luas tanah/bangunan lembaga pemasyarakatan kelas I, II A dan II B masing-masing minimal 60.000 m2, 40.000 m2 dan 30.000 m2.
3.	Luas gedung/bangunan lembaga pemasyarakatan kelas I, II A dan II B masing-masing minimal 19.000 m2, 14.000 m2 dan 7.000 m2 dan terletak di bagian tengah tanah/lahan.
Penentuan luas ini penting mengingat agar tanah/lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk:
a.	Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya (jarak antara gedung Lembaga Pemasyarakatan dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan).
b.	Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
c.	Latihan keterampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan) dan lain sebagainya.
d.	Keindahan (pertamanan, penghijauan) agar tidak mengesankan tempat yang menyeramkan dan menakutkan.
e.	Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.
f.	Perumahan petugas dan khususnya perumahan Kalapas, Kepala Unit Satpam, Kepala Unit Pendaftaran, Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat dengan gedung/bangunan lembaga pemasyarakatan.
4.	Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor) dan lancar pembungan air limbah dengan tidak merusak (mengotori) lingkungan.
5.	Sedapat-dapatnya dekat dengan markas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Mengingat luas tanah/bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang yang hanya seluas 16.226 m2 dan terletak ditengah-tengah kota, serta bentuk bangunan yang menyeramkan dan mengesankan sebagai rumah penjara jaman kolonial, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah jelas tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana disebutkan diatas. Sebab kondisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang tersebut selain tidak memadai untuk pengembangan ketrampilan narapidana (untuk latihan bertani, perikanan, peternakan) juga tidak kondusif terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang lebih mengedepankan keserasian, rasa aman, dan persaudaraan, karena bentuk bangunan, sel-sel, tempat tidur dan pola pengamanannya terkesan menakutkan. Hal demikian dapat dimengerti karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang merupakan bangunan lembaga pemasyarakatan peninggalan jaman kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1894, yang dahulu bernama Penjara Wanita Bulu.
Lokasi lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II A, Semarang sangat mudah di jangkau dengan transportasi angkutan umum, yang melayani trayek melayani trayek Tugu Muda- Kali Banteng. Selain mudah dijangkau dengan sarana transportasi angkutan umum, lembaga Pemasyarakatan Semarang juga dilengkapi sarana telekomunikasi langsung jarak jauh sebanyak satu unit dengan nomor 3543060 diruang operator. Untuk mendukung keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang dilengkapi dengan penerangan listrik sebesar kurang lebih 25.000 watt dengan dilengkapi Genset diesel untuk cadangan apabila listrik padam. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, masih mengandalkan PAM/PDAM.
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang berada sekitar kurang  200m dari sungai banjir kanal barat sehingga memungkinkan sekali terkena banjir. Disamping itu, lokasinya menyatu dengan perkampungan. Dengan tata letak yang demikian bisa saja kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang mengganggu aktifitas masyarakat disekitarnya. Jika merujuk pada poin ke lima dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PL.01.01 tahun 1985, mengenai syarat letak harus berdekatan dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dalam hal ini juga kurang memenuhi syarat karena dengan ketiga lembaga tersebut letaknya relatif berjauhan, sehingga pengiriman tahanan untuk sidang dan permohonan bantuan pengamanan apabila ada napi yang melarikan diri bisa menimbulkan banyak masalah. 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang ditunjuk sebagai pilot project (proyek percontohan) dalam mengimplementasikan sistem pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SMR (standart minimum rules of prisoners) yang berlaku secara internasional, sebagai refleksi penghargaan terhadap harkat dan martabat narapidana sebagai manusia. Implementasi dari hal tersebut terwujud dalam beberapa fasilitas yang dapat disebut memadai dan sedikit mendukung pelaksanaan proses pemasyarakatan. Wujud kongkritnya adalah dibangunnya sarana-sarana ruang pembinaan, ruang kunjungan, ruang sel cukup luas, ruang keterampilan kerja, ruang kesehatan, perpustakaan dan melarang peredaran uang didalam Lembaga Pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang hingga saat ini telah memiliki 9 blok dengan rincian 8 blok untuk ruang hunian dan 1 blok untuk Rumah Sakit. Tiap blok terdiri dari 12 kamar. Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang adalah 174 narapidana. Namun, per 1 November ini jumlahnya membludak menjadi 407 warga binaan. Mengingat di semarang belum ada Rumah Tahanan Negara (Rutan) ditambah kelebihan kapasitas tampung, sementara para tahanan kejaksaan dan kepolisian ditempatkan di dalam kamar karantina.
b.	Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang
Dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang melakukan pembinaan yang dibagi menjadi beberapa tahap:
a)	Pembinaan tahap awal
Pembinaan awal narapidana di dalam lembaga dimulai sejak narapidana dimulai sejak narapidana masuk lembaga pemasyarakatan diadakan pengecekan tentang vonis hakim, diadakan penelitian-penelitian menyeluruh dan mendalam tentang keadaan-keadaan narapidana yang bersangkutan, diadakan pemeriksaan sidik jari untuk mengetahui apakah orang-orang tersebut benar-benar orang yang mendapat pidana. Proses tersebut menurut istilah teknis pemasyarakatan disebut proses “admisi”.
Setelah diperoleh kebenaran dalam proses “admisi” itu kepada narapidana diberikan penjelasan-penjelasan seperlunya tentang kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Diberitahukan apa tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Juga diberitahukan hak-haknya sebagai narapidana. Proses admisi dan orientasi narapidana di karantina yaitu tempat yang khusus untuk narapidana yang baru masuk lembaga pemasyarakatan. Hal ini perlu dijalankan untuk menghindarkan adanya penyakit menular yang dibawa oleh narapidana yang bersangkutan. Jika ternyata narapidana menderita suatu penyakit, sebelum dimasukkan dalam blok bersama-sama narapidana lainnya, diobati dulu hingga sembuh.
Kecuali penelitian-penelitian tentang identitas narapidana yang baru masuk itu dan keterangan tentang tugas-tugas dan kewajiban selama di lembaga pemasyarakatan, narapidana juga diwawancarai untuk memperoleh data-data yang sebanyak-banyaknya. Data-data tersebut dalam sidang yang diselenggarakan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) diolah untuk menentukan program pembinaan narapidana bersangkutan. 
Anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) poin b Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, yang berbunyi:
(3)	Susunan Keanggotaan Tim Pengamat Pemasyarakatan Daerah, yaitu:
a.	TPP Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A, terdiri dari:
-	Ketua merangkap anggota adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
-	Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan;
-	Anggota adalah:
a.	Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas;
b.	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
c.	Kepala Seksi  Kegiatan Kerja;
d.	Kepala Sub Seksi Registrasi;
e.	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
f.	Kepala Sub Seksi Perawatan;
g.	Kepala Sub Seksi Keamanan;
h.	Petugas Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
i.	Hakim Pengawas dan Pengamat;
j.	Instansi terkait dengan Pembinaan WBP;
k.	Wali WBP;
l.	Badan dan/atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.
Program-program pembinaan itu merupakan treatment narapidana yang bersifat “promotional treatment” dan “social treatment”.
	“Promotional treatment” bertujuan memberikan bekal-bekal keahlian pada diri narapidana, agar setelah bebas dapat mencari pekerjaan untuk mencari nafkah bagi hidupnya.
	“Social treatment” ialah jiwa, pikiran yang telah retak karena perbuatan narapidana yang membuat mereka dihukum dan masuk lembaga pemasyarakatan, narapidana diberikan bimbingan dan pendidikan tentang bagaimana hidup didalam masyarakat.
Untuk berapa lamanya narapidana mengikuti pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Setelah waktu pembinaan dalam suatu fase itu telah berakhir, maka diadakan sidang lagi untuk mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan itu sudah cocok dengan narapidana yang bersangkutan, apakah sudah mendapat hasil yang memuaskan. Jika dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, ternyata belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka segera narapidana harus dipindahkan ke program yang sekiranya sesuai dengan narapidana yang bersangkutan dan jika ternyata sudah ada kemajuan, maka dipindahkan ke program yang lain.
b)	Pembinaan Tahap Sedang (asimilasi)
Setelah pembinaan awal, pembinaan diri narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sudah berjalan lebih kurang 1/3 masa pidana dan sudah menunjukkan sikap yang baik, disiplin, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan perbuatannya, maka mulailah narapidana dikenalkan dengan masyarakat umum.
Narapidana dapat diberi cuti untuk mengunjungi keluarganya dengan pengawalan. Narapidana diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan jalan kerja bakti, olahraga, beribadah dan lain-lainnya. Dapat juga bagi narapidana yang telah memenuhi syarat misalnya: berkelakuan baik, disiplin dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk pembinaan narapidana, misalnya: diproyek-proyek pertanian dan lain-lain
c)	Pembinaan Tahap Lanjutan 
Tahap terakhir dari pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan ialah pembinaan diluar lembaga. Pembinaan narapidana benar-benar berada ditengah-tengah masyarakat (“society community”). Narapidana diintegrasikan dengan masyarakat hingga masa pidananya berakhir, narapidana sudah bertempat di dalam masyarakat seperti orang kebanyakan. Mereka ikut aktif dalam pekerjaan-pekerjaan di masyarakat.
Pelaksanaan pembinaan di luar lembaga diselenggarakan oleh petugas-petugas pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Adapun macam narapidana yang dibina diluar lembaga, yaitu:
a.	Narapidana yang dipidana dengan perjanjian, hal ini diatur berdasarkan Pasal 14 s/d 14f KUHP
b.	Narapidana yang sudah habis masa pidananya tetapi memerlukan bimbingan untuk dapat terjun ke masyarakat.
Ini merupakan bimbingan lanjutan yang perlu bagi narapidana yang bersangkutan. Bimbingan lanjutan tersebut dapat juga karena permintaan dari bekas narapidana sendiri, misal dalam hal mencari pekerjaan.
Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam pembinaan narapidana, penentuan program-program pembinaan menduduki  tempat yang sangat penting. Program Pembinaan Narapidana dalam proses pemasyarakatan narapidana menurut sistem pemasyarakatan meliputi bermacam-macam aspek, yaitu:
1.	Program Pendidikan (Education Program)
Pendidikan narapidana pada hakekatnya merupakan faktor yang sangat penting bagi pembinaan narapidana seperti telah disebutkan dimuka bahwa menurut sistem pemasyarakatan tujuan pembinaan narapidana tidak sekedar untuk melindungi masyarakat, tetapi juga melindungi para pelanggar hukum, agar tidak melanggar hukum lagi dan kembali ke jalan yang benar.
2.	Program Pekerjaan
Pekerjaan/latihan kerja yang diberikan pada narapidana adalah pekerjaan yang berguna dan bermanfaat bagi pembinaan narapidana pekerjaan harus bersifat “edukatif” dan “produktif”, dan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan di masyarakat.
3.	Program keamanan
Pada sisitem kepenjaraan keamanan menduduki tempat yang paling utama. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk bangunan penjara, perencanaan pembangunan pada segi keamanan. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, faktor keamanan merupakan faktor penunjang proses pembinaan narapidana.




Jadi makin baik narapidana, makin sedik diperlukan pengawasan.
4.	Program Keagamaan
Program keagamaan ini diberikan dengan jalan pendidikan agama, pemberian pendidikan agama sangat penting artinya bagi pembinaan narapidana. Dengan diberi pendidikan agama, napi diharapkan akan saleh dan bertobat atas kesalahan yang pernah diperbuat.
5.	Program Kesehatan/Perawatan
Kesehatan dan perawatan sangat penting guna menghindarkan kemungkinan timbulnya penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan. Jadi selain bersifat kuratif, juga bersifat “preventif” terhadap penyakit. Untuk menjaga kesehatan narapidana perlu adanya pengawasan terhadap pemberian makanan narapidana.
6.	Program Pemasyarakatan
Program Pemasyarakatan ialah semua kegiatan yang erat hubungannya dengan kegiatan masyarakat. Misal: kegiatan dalam bidang pembangunan. Program kemasyarakatan terutama bagi narapidana yang mengalami pembinaan dalam masa transisi atau pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana diikutkan secara aktif dalam kerja bakti atau berolah raga bersama-sama dengan warga masyarakat.
Sedangkan program pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Bab II Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa pembinaan menurut Pasal 5 berdasarkan atas:
a.	Pengayoman
b.	Persamaan perlakuan dan Pelayanan
c.	Pendidikan
d.	Pembimbingan 
e.	Penghormatan harkat dan martabat manusia
f.	Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan 
g.	terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
Pasal 6
(1)	pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di BAPAS.
(2)	Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Bab III
(3)	Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terpidana bersyarat:
a.	Terpidana bersayarat
b.	Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
c.	Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
d.	Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan
e.	Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya
Pasal 7
(1)	Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.
(2)	Ketentuan mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 8
(1)	Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
(2)	Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9 ayat (1)
Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dibagi dalam dua bidang:​[109]​
1.	Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
a.	Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan
Usaha ini diperlakukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
b.	Pembinaan Kepribadian Bidang Kesenian dan Olahraga
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa tujuan olahraga adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu olahraga sangat dibutuhkan oleh setiap manusia termasuk para warga binaan pemasyarakatan.
Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norna untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan bidang kesenian di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara merupakan kegiatan yang dapat memulihkan jiwa warga binaan pemasyarakatan ke arah yang lebih baik.
c.	Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual 
Pembinaan di bidang intelektual diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarkatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap semua warga binaan pemasyarkatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berupa kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.
Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton tv, mendengar radi dan sebagainya. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A, B, C, Kejar Usaha dan Keaksaraan Fungsional.
d.	Pembinaan Kepribadian Bidang Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Pembinaan kepribadian bidang kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana pada dasarnya bertujuan agar narapidana dapat menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai aturan dan karakteristik khusus. Bagi WNA, Pembinaan kepribadian bidang kesadaran berbangsa dan bernegara memberikan pengertian kepada mereka bahwa mereka sekarang berada di indonesia. Rasa kecintaan terhadap Indonesia ditumbuhkan melalui kegiatan:
	Apel bendera yang dilaksanakan setiap hari senin di lapas/rutan.
	Apel bendera yang dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulan.
	Apel bendera/upacara yang dilaksanakan pada peringatan hari besar nasional.
	Kegiatan baris berbaris yang dilakukan secara rutin dalam lapas/rutan
	Kegiatan kepramukaan
e.	Pembinaan Kesadaran Hukum
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.
Penyuluhan hukum bertujuan lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat, dan penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang diberikan penyuluh “dalam temu sadar hukum dan sambungrasa”, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temu wicara, peragaan dan simulasi. Contohnya: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang menyelenggarakan penyuluhan khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berperkara narkoba setiap bulan dengan bekerja sama dengan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera Semarang dan YAKITA.
f.	   Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat
Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupa sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial, secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungan
2.	Pembinaan kemandirian
Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:
a.	Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, salon, membatik dan sebagainya
b.	Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan yang siap dipakai.
c.	Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakat itu, misalnya bakat dibidang seni, supaya dapat disalurkan keperkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
d.	Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. Misalnya: industri kulit, industri pembuatan sepatu dan lain-lain.
Berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan sebagai Proses” maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilakukan melalui 4 (empat) tahap, sebagai satu kesatuan proses. Proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang meliputi pentahapan:
1.	Tahap pertama. 
Tahap maximum security, dalam tahap ini narapidana mendapat pengawasan ketat. Tahap ini dialami narapidana sampai 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini juga sering disebut tahap admisi dan orientasi, dimana terhadap narapidana dilakukan penelitian terhadap latar belakang kejahatan dilakukan, dan latar belakang sosial lainnya, disamping dalam tahap ini narapidana dikenalkan dengan kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian ini sangat berguna untuk menyusun program pembinaan selanjutnya.
2.	Tahap kedua.
Tahap medium security, dalam tahap ini pengawasan terhadap narapidana sudah agak longgar, dibanding dengan tahap pertama. Dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan  sudah menunjukkan kemajuan sikap dan perilakunya maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak (medium security), artinya adalah dalam tahap pengawasan sedang dimana ruang gerak bagi narapidana yang bersangkutan sudah tidak begitu diawasi seperti  yang dilakukan pada tahap pertama (maximum security).
Dan apabila narapidana di dalam tahap kedua ini menunjukkan kemajuan baik itu ketrampilan maupun sikap atau tingkah laku yang baik maka Tim Pengamat Pemasyarakatan akan mengusulkan narapidana tersebut untuk dibina pada tahap berikutnya.
3.	Tahap ketiga. 
Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah mengalami setengah dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah diperoleh kemajuan fisik, mental, dan ketrampilan, maka wadah pembinaan diperluas dengan memperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat (berada di luar tembok), pada tahap ini pengawasan kepada narapidana sudah relatif berkurang (minimum security). Adapun bentuk minimum security adalah:
a.	Open camp (outdoor), yang mana narapidana bekerja di luar/halaman di sekitar lembaga pemasyarakatan. Narapidana di camp ini bekerja mulai pagi hingga waktunya berakhir, setelah itu harus masuk ke lembaga pemasyarakatan lagi.
b.	Asrama (dormitory) adalah dimana narapidana pagi keluar dari asrama/lembaga untuk bekerja, sore kembali ke asrama atau lembaga.
4.	Tahap keempat.
Tahap ini merupakan tahap integrasi. Narapidana sudah sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat/keluarga, tetapi tetap dalam status pembinaan. Tahap ini bisa dijalani apabila narapidana telah menjalani pidana lebih dari 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap integrasi ini bisa dilakukan dengan sarana pemberian pelepasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
B.	Peranan Diskresi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang Dalam Membina Warga Binaan Perempuan Yang Hamil dan/atau Menyusui
Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana adalah penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Pada 5 Juli 1963, terjadi penyempurnaan yang dialektis dan berujung pada perubahan yang sangat radikal mengenai sistem kepenjaraan menuju konsepsi pemasyarakatan. Pidato Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman saat itu) yang berjudul “Pohon Beringin Pengayom Pancasila”, yang dibacakan ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia berisi tentang hukum sebagai pengayoman dan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara yang lebih mengutamakan re-edukasi dan re-sosialisasi.
Dalam pidatonya secara tegas dikemukakan bahwa tujuan pidana penjara adalah, disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itulah istilah pemasyarakatan untuk pertama kalinya diperkenalkan.
Pidato ilmiah Sahardjo selain memperkenalkan istilah pemasyarakatan, juga memberikan pemikiran tentang prinsip-prinsip pemasyarakatan, kemudian dikenal dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan, yang dijadikan landasan pembinaan narapidana hingga saat ini.​[110]​
Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 konsep pemasyarakatan tersebut dibakukan sebagai pengganti istilah kepenjaraan oleh Keputusan Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang diselenggarakan di Lembang, Bandung. Pokok-pokok pikiran Sahardjo mendapat pengakuan dengan disetujuinya konsepsi tentang pembinaan narapidana (treatment of offenders) dengan sistem yang dinamakan pemasyarakatan (treatment system of prisoners). Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan di dalam masyarakat yang berdasarkan PANCASILA.​[111]​
Dalam konferensi Dinas Kepenjaraan tanggal 24 April – 7 Mei 1964 di Lembang (Bandung). Konsepsi pemasyarakatan dalam hal ini diartikan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia. Salah satu keputusan lain dalam konferensi itu adalah bahwa tanggal 24 april 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pemasyarakatan Republik Indonesia dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia​[112]​, yang isinya:​[113]​
1.	Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia narapidana diintegrasikan dengan masyarakat, maka gerak-usaha berpusat dan ditujukan kepada integritas kehidupan dan penghidupan, dimana individu ybs. (narapidana) adalah salah satu dari anggotanya (elemennya) dan merupakan getaran-getaran kegotong-royongan yang dinamis, yang bergerak dengan dan ditengah-tengah integritas itu.
2.	Dinamika dari getaran-getaran kegotong-royongan dalam pemasyarakatan mengandung arti, bahwa kegotong-royongan harus aktif dan terpimpin, sambil dengan demikian menstimulir timbulnya dan berkembangnya self-propelling adjustment antara elemen-elemen dari integritas itu.
3.	Pemasyarakatan bertujuan mencapai suatu sociale herschikking, suatu social readjustment dari elemen-elemen yang tersangkut didalamnya atas kekuatannya sendiri dan dengan demikian bertujuan mencapai stabilitas dari integritas itu yang mampu untuk menghadapi dan mengatasi segala tantangan-tantangan kehidupan.
4.	Yang terpenting dalam pemasyarakatan ialah prosesnya, proses kegotong-royongan yang mengandung unsur social controle, social-support dan social participation.
5.	Petugas-petugas pemasyarakatan:
1)	Harus mempunyai kegairahan dalam kegotong-royongan.
2)	Harus tahu, dimana tempatnya didalam proses kegotong-royongan.
3)	Harus sadar, bahwa jiwa yang memimpin proses itu ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan PANCASILA, Masyarakat Sosialis Indonesia.
a.	Harus tahu, bahwa jalannya proses dengan hikmah permufakatan dan tut wuri handayani dalam permusyawarahan.
4)	Harus tahu, bahwa ia adalah juga salah satu dari elemen-elemen dalam proses pemasyarakatan itu, yakni sebagai elemen-elemen penggairah kegotong-royongan.
5)	Harus berpikir, bersikap dan bertindak secara politis revolusioner.
6.	Pemasyarakatan sebagai suatu proses kegotong-royongan bergerak secara multi fungsionil dan simutan, yakni:
1)	Terhadap narapidana dlsb, yang bersangkutan juga terhadap elemen-elemen lainnya, pemasyarakatan bergerak menuju kearah perkembangan pribadinya melalui asosiasinya sendiri, penyesuaiannya sendiri dengan integritas kehidupan dan penghidupannya.
2)	Secara simultan pemasyarakatan juga bergerak menuju kearah perkembangan sosial (social growth) dari integritas kehidupan dan penghidupan itu.
7.	Kesemuanya menuju ketujuan yang satu yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan PANCASILA, masyarakat Sosialis Indonesia.
Hal ini menyambut baik amanat Presiden Soekarno dalam konferensi jawatan yang berisikan​[114]​:
1.	Apa yang dulu dinamakan Kepenjaraan sekarang telah di-retool dan di-reshape menjadi Pemasyarakatan selaras dengan Manipol-USDEK.
2.	Pemasyarakatan sebagai salah satu alat Revolusi dalam mencapai Masyarakat Sosialis Indonesia, diresapi oleh ide Pengayoman dan bertujuan membimbing dan mendidik narapidana agar menjadi peserta aktif dan militan dalam penyelesaian Revolusi Indonesia.
3.	Dengan menyadari bahwa tiap manusia adalah mahkluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikut sertakan dalam pembangunan Ekonomi Negara secara aktif opensip agar dapat menimbulkan diantara mereka rasa turut bertanggung jawab dalam usaha bersama mengamankan Revolusi.
4.	Dalam rangka NATION BUILDING dan CHARACTER BUILDING para petugas pemasyarakatan hendaknya melakukan tugasnya dengan ikhlas dan penuh keinsyafan tentang ide dan dasar Pemasyarakatan Indonesia.
5.	Dengan memberi restu saya pada Konferensi Kerja ini semoga Saudara-saudara memperoleh hasil yang berguna bagi NUSA dan BANGSA.
Beberapa bulan setelah pelaksanaan konferensi, diadakan kebijakan yang bersifat menindak lanjuti hasil-hasil konferensi antara lain dikeluarkannya Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.6.8/506 tanggal 17 Juni 1964, antara lain berisi perubahan nama dari Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
Untuk menopang operasionalisasi ide pemasyarakatan yang sudah lama diterima dan disetujui, dimana dalam ide pemasyarakatan sangat berbeda dengan ide kepenjaraan, namun dalam prakteknya hingga awal tahun 1995, belum didukung peraturan setingkat undang-undang yang khusus memberikan aturan terhadap pemasyarakatan. Selama itu masih menggunakan aturan-aturan yang notabene sebagai aturan pelaksana dari konsepsi kepenjaraan seperti Gestichten Reglement (Stb. 1917 – 708, 10 Desember 1917), Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrejheidstelling (Stb. 1917 – 749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926 – 488), Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917 – 741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926 – 487, 6 November 1926). 
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyingkronkan antara ide pemasyarakatan dengan peraturan yang bernuansa kepenjaraan tersebut, selama ini hanyalah dengan mengeluarkan beberapa peraturan (sifatnya dibawah Undang-Undang), menyebar di berbagai peraturan dari keputusan presiden, peraturan menteri, surat edaran, instruksi direktorat pemasyarakatan dan lain-lain. Tonggak baru terhadap pengaturan pemasyarakatan secara formal dalam undang-undang, muncul setelah keluar Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tanggal 30 Desember 1995, dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 77 Tahun 1995.
Lahirnya undang-undang Pemasyarakatan, selain memberikan dasar hukum yang mantap bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan juga sebagai upaya untuk menggantikan peraturan-peraturan sistem kepenjaraan, yang selama ini diberlakukan sebagai dasar hukum untuk operasionalisasi pemasyarakatan. Hal tersebut terlihat dalam Bab VIII tentang Ketentuan Penutup pasal 53, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 tahun 1995:
a)	Ordonanntie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917 – 749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang berkaitan dengan pemasyarakatan;
b)	Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917)
c)	Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917 – 741, 24 Desember 1917);
d)	Uitvoeringsordonantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926 – 487, 6 November 1926) sepanjang yang menyangkut pemasyarakatan, dinyatakan tidak berlaku.
Sedangkan peraturan pelaksana semacam keputusan presiden, surat keputusan, surat edaran, instruksi dari menteri kehakiman atau direktur pemasyarakatan dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru. Ketentuan tersebut terlihat dalam Bab VII tentang Peraturan Peralihan pasal 52.
Pengertian pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian pemasyarakatan tersebut, jelas diakui bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana, secara spesifik mempunyai fungsi pembinaan narapidana.
Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman (manual) pembinaan sesuai dengan pokok-pokok Standart Minimum Rules. Dalam sistem pemasyarakatan narapidana tidak dipandang sebagai objek semata-mata. Pemberian derita dalam pembinaan terkandung prinsip kasih sayang. Dalam pemberian derita tidak sampai melampaui batas kemampuan untuk menahan derita dan tidak melebihi batas kemampuan.
Sekalipun undang-undang tentang pemasyarakatan telah diundangkan, hingga saat ini kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, ketidaktahuan terhadap pemahaman diskresi, dan ketakutan dalam mengambil kebijakan diluar aturan hukum adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang. Padahal tujuan diskresi yang tercantum dalam pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: 




d.	Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
Menengok pada tujuan penggunaan diskresi pada pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tersebut, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang tentu sudah dapat melaksanakannya. Sebab dalam kontek pembinaan narapidana wanita hamil dan/atau menyusui, pasal yang mengatur mengenai pembinaan warga binaan yang hamil dan/menyusui hanya terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang bunyinya ​[115]​:
(6)	Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(7)	Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
(8)	Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
(9)	Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
(10)	Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.
Dan dalam Pasal 28 Peraturan  Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, yang berbunyi:​[116]​
(7)	Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8)	Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
(9)	Setiap tahanan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(10)	Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
(11)	Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.
(12)	Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat menyimpang dari ketentuan ayat (5) berdasar pertimbangan dokter.
Dari kedua pasal tersebut, adalah bukti nyata bahwa minimnya aturan hukum yang mengatur secara spesifik bagaimana para narapidana yang hamil dan/atau menyusui harus diperlakukan. 
Faktor yang menyebabkan pengambilan kebijakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang, untuk menerapkan diskresi adalah karena tidak adanya pembedaan secara signifikan dalam aturan perundangan mengenai fasilitas dan perlakuan antara warga binaan pemasyarakatan wanita yang sedang hamil dan/atau menyusui dan warga binaan pemasyarakatan wanita biasa. Sedangkan, faktor permasalahan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang yang jelas menghambat keberhasilan sistem pemasyarakatan adalah masalah kelebihan jumlah warga binaan atau over capacity hingga 233 (dua ratus tiga puluh tiga) warga binaan yang dibina oleh Lembaga Pemayarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang dari kapasitas daya tampung hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) warga binaan dan total keseluruhan warga binaan adalah 407 (empat ratus tujuh).​[117]​ Karena permasalahan ini 2 (dua) orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A, Bulu yang sedang hamil yaitu:
1.	Reni Kristiani; dan
2.	Rohimah




kamar tidurnya harus dicampur dengan warga binaan yang lain. Hal itu menyebabkan beberapa dari mereka menjadi merasa tertekan, dan balita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) bulan dan sedang disusui ibunya menjadi sangat pendiam dan murung karena tidak jarang dari balita tersebut melihat langsung cekcok yang terjadi antar warga binaan pemasyarakatan tersebut. Walaupun tidak jarang bagi warga binaan lainnya –yang tidak hamil dan menyusui– yang ikut merawat anak dari ke 3 (tiga) warga binaan merasa terobati rindu pada putra dan putrinya yang sedang tidak bersama mereka.​[118]​
Diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Diskresi jika dipahami dalam paradigma konstruktivisme dapat menjadi bekal yang cukup bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang dalam membina narapidana wanita yang hamil dan/atau menyusui, karena relativisme sebagai ontologi dalam paradigma konstruktivisme dapat dipahami sebagai suatu Realitas dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik, dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih “benar”, dalam pengertian mutlak, namun sekadar lebih atau kurang matang dan/atau canggih. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana “realitas” ikutannya juga demikian.
Sehingga dengan pemahaman yang demikian, baik Pimpinan maupun Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang sebagai subyek yang mengerti kemudian membangun konstruksi bersama-sama dengan narapidananya yang hamil dan/atau menyusui mengenai yang dibutuhkan oleh para warga binaannya yang hamil dan/atau menyusui sebagai objek. Karena selain asupan gizi yang cukup, yang dibutuhkan oleh narapidana yang hamil dan/atau menyusui adalah perlakuan, perlindungan dan terbebasnya perasaan mereka dari kondisi tertekan. Bukan berarti pada akhirnya membiarkan para narapidana meminta hal yang ada diluar haknya, namun dengan posisi subjek yang kebanyakan adalah wanita dan sudah memiliki pengalaman hamil hingga membesarkan anaknya masing-masing, mereka dapat menakar apa-apa saja yang diperlukan oleh objek. Misalnya, diberikan kelonggaran dalam saat berkegiatan dibengkel kerja agar tidak kelelahan, serta pemantauan kesehatan dari dokter yang sudah seharusnya rutin dilakukan dan bukan menunggu ada keluhan dari para narapidana yang hamil dan/atau menyusui, serta asupan gizi yang lebih ketika setiap kali makan, bukan sekedar susu sachet​[119]​ namun juga diberikan sayur daun katup bagi ibunya yang menyusui dan asupan yang cukup bagi keperluan gizi anak, dan diberikan ruang/arena bermain bagi sesama anak agar tumbuh dan kembangnya sempurna, mengingat bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang masih terkesan menyeramkan karena merupakan bangunan peninggalan jaman kolonial belanda.
C.	Implikasi Penerapan Diskresi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang.
Seluruh gerak bangsa, masyarakat dan Negara Indonesia ditujukan untuk mencapai tujuan Negara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah memajukan kesejahteraan, kecerdasan bangsa, ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuannya terakhir Negara harus menyempurnakan dirinya sendiri, yang merupakan tujuan langsung baginya. Dalam menyempurnakan dirinya sendiri Negara mempunyai banyak alat, dan salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan. 
Kosongnya peraturan perundangan yang secara tegas mengatur mengenai pembedaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat antara warga binaan pemasyarakatan wanita biasa dan warga binaan pemasyarakatan wanita yang hamil dan/atau menyusui yang sedang dibina oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita harus dipahami letak permasalahannya secara mendasar. Pertama-tama hal yang harus dipahami oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wanita adalah ketika suatu aturan dalam teks perundangan dibuat maupun digunakan, tidak dapat terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Ia sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun penggunanya. Karenanya, pembuatan, penerapan atau penegakkan hukum yang betul-betul terbebas dari campur tangan rasa, suasana batin dan pertimbangan akal manusia rasanya tidak mungkin. Sebab sangat sulit untuk membayangkan hukum yang sungguh-sungguh sterile, murni dan bersih dari segala bentuk penerjemahan atau penafsiran oleh para penegak hukum –sebagai bagian dari masyarakat yang memang diberi mandat untuk itu– ketika mereka menegakkannya. Sebab ini bukanlah semata-mata keterampilan cocok-mencocokkan, tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang-timbang, antara segala bentuk pelanggaran dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak manusia di muka bumi ini dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.​[120]​
Menurut paradigma konstruktivisme, hukum dipandang sebagai suatu kesepakatan –yang tertulis maupun tidak– yang bersifat relatif dan kontekstual. Karena hukum adalah kesepakatan maka hukum dapat dipahami sebagai law as mental construction sekaligus sebagai law as experiential realities maksudnya adalah  hukum sejatinya merupakan konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, intangible, lokal, dan spesifik –walaupun elemen-elemen serupa dapat saja dijumpai pada individu, kelompok masyarakat maupun budaya yang berbeda–. Konstruksi mental tersebut dibangun melalui pengalaman kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, hingga kehidupan antar-negara. Selanjutnya, bahwa rekonstruksi, revisi, atau perubahan terhadap hukum terjadi secara berkesinambungan, sejalan dengan pengayaan informasi dan “sofistifikasi” atau olah cipta-rasa sekalian manusia itu sendiri. Jadi, hukum yang ada, sebenarnya adalah konsensus, kesepakatan, atau resultante relatif di antara berbagai pemahaman, pendapat, atau opini mengenai persoalaan yang tengah dihadapi, sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Adapun para penganut paradigma konstruktivisme tidak lagi bicara tentang baca-membaca atau tafsir menafsir; karena menurut mereka, keadilan bagi masyarakat dapat terjamin tatkala kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk secara aktif mengkonstruksi hukum –untuk kemudian mewujudkan resultante konstruksi hukum atau mencapai konsensus/kesepakatan melalui proses demokrasi–. Itulah mengapa paradigma konstruktivisme berada pada ranah relatif konstruktivis.
Kekuasaan diskresi merupakan konsep yang kontroversial. Sumber kontroversial tersebut adalah adanya inisiatif sendiri dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, untuk mencapai tujuan negara. Penggunaan kekuasaan diskresi mempunyai sifat bawaan kekuasaan yang dijalankan tanpa ada peraturan perundang-undangan atau tidak menunggu adanya peraturan perundangan terlebih dahulu. Memang senyatanya dalam praktek, penggunaan kekuasaan diskresi berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat atau bahkan berbenturan dengan kepentingan dan hak warga negara.
Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan diskresi tidak hanya jadi tuntutan kebutuhan bagi penyelenggaraan pemerintah dalam arti sempit, tetapi juga dalam ranah penyelenggaraan kekuasaan yudisial. Secara konseptual, latar belakang munculnya tuntutan kebutuhan atas diskresi, baik pada ranah pemerintahan maupun yudisial adalah sama: sebuah tindakan harus dilakukan mesikipun dalam situasi rules-nya membisu, tidak menyediakan suatu preskripsi (lacunae), atau sekurang-kurangnya tidak jelas atau kabur (vague).​[121]​ Berarti tindakan diskresi sangatlah subjektif, yaitu bergantung pada bangunan pemikiran dari pemegang/penggunanya serta atas dasar pertimbangan kekosongan dari suatu aturan hukum yang tidak bisa di generalisasi secara positivistik. Lebih jauh menurut Erlin Indarti, para penganut paradigma konstruktivisme mengedepankan kemerdekaan, bukan kebebasan, bagi setiap individu, kelompok individu, atau institusi untuk secara aktif mengkonstruksi hukum dan kemudian secara demokratis membangun konsensus atau kesepakatan. Batas penerapan diskresi atau kemerdekaan untuk menafsir hukum dengan demikian menjadi tidak lagi relevan di dalam paradigma konstruktivisme. Dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain, terus saja berlangsung proses konstruksi-rekonstruksi hukum secara berkelanjutan, disusul oleh terbangun dan tergantikannya kesepakatan atau konsensus relatif, satu-demi-satu.​[122]​
Dalam sebuah kejelasan atas konsep kekuasaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan, masih terdapat kontroversi dari berbagai aspek supaya konsep kekuasaan diskresi tersebut make sense in the context of the legal system dan sekaligus make sense in the world.​[123]​ Maksud dari pernyataan ini adalah pembahasan tentang konsep kekuasaan diskresi dilakukan sedemikian rupa supaya konsep tersebut tidak hanya akseptabel secara kekuasaan perseorangan, tetapi juga sekaligus akseptabel secara yuridis dan secara moral/etis.
Konsep kekuasaan tidak pernah berada dalam makna yang hampa, bahkan dalam pengertiannya yang sederhana sekalipun, “kemampuan berbuat atau bertindak”.​[124]​ Pemahaman kekuasaan oleh umum itu berbicara tentang kekuasaan dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Kekuasaan memperlihatkan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia, sesuatu hubungan sosial sebagai wadah penerapan kekuasaan.
Kekuasaan, dengan demikian memperoleh makna di dalam hubungan sosial sebagai kekuasaan sosial. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara oleh Ossip K. Flechtheim disebut sebagai kekuasaan politik.​[125]​ Adapun Miriam Budiarjo mengartikan kekuasaan politik sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai  dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.​[126]​
Kekuasaan politik, dengan demikian bertujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara dengan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan.​[127]​ Oleh karena kekuasaan politik ditujukan kepada negara, pelaksanaan kekuasaan politik berada dalam bingkai fungsi negara. Terkait dengan hal ini, negara menyelenggarakan minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dianggap penting, terutama bagi negara-negara baru dan berkembang.​[128]​ Dalam rangka pencapaian tujuan bersama ini maka negara mempunyai tugas mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan pada tujuan nasional.
Pengendalian dan pengorganisiran fungsi negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dilakukan dengan perantaraan pemerintah beserta alat-alat perlengkapannya.​[129]​ Dalam kenyataannya, pihak atau organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara adalah pemerintah, baik dalam arti sempit –lembaga eksekutif– maupun dalam arti luas, meliputi seluruh badan kenegaraan yang terdapat di dalam negara.​[130]​
Dilihat dari sudut pandang hukum administrasi, fungsi negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya ini terjelmakan sebagai kekuasaan pemerintah. Menurut Lemaire, terdapat kekuasaan yang kelima dalam pemerintahan, yaitu penyelenggara kesejahteraan umum.​[131]​ Karenanya, pemerintahan dalam arti luas mencakup kekuasaan atau fungsi penyelenggara kesejahteraan umum.
Salah satu alasan nyata bagi pertumbuhan kekuasaan pemerintah di negara-negara demokrasi modern adalah perluasan peranan negara di setiap sektor kehidupan masyarakat. Campur tangan negara, terutama dibidang sosial-ekonomi, menyebabkan semakin besarnya keterlibatan pemerintah didalamnya.​[132]​ Keterlibatan pemerintah yang demikian luas dalam tugas negara ini menempatkan dirinya sebagai servis publik, yakni menyelenggarakan dan mengupayakan suatu kesejahteraan umum yang melekat pada negara menimbulkan konsekuensi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah (bestuur) berkewajiban memerhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Pemerintah wajib meningkatkan seluruh kepentingan masyarakat sehingga berakibat pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial- ekonomi masyarakat.
Pemerintah sebagai organ kekuasaan negara menjalankan tugas negara, yaitu melaksanakan fungsi negara menyejahterakan rakyatnya. Dalam rangka menjalankan fungsi negara ini, pemerintah –sebagaimana kewajiban negara– aktif terlibat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Campur tangan negara ini, sebagaimana ditunjukkan oleh pemerintah, untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial. Akan tetapi, mengingat sedemikian luasnya aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang digeluti itu, membawa pemerintah pada suatu konsekuensi khusus, yaitu memerlukan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaanya sendiri secara berdaulat. Dengan kata lain, agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada pemerintah diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri.​[133]​ Kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri ini, didalam hukum administrasi negara dikenal dengan konsep kekuasaan diskresi.
Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dikatakan:​[134]​
Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Sebagaimana disampaikan diatas, kekuasaan diskresi memiliki problematika secara inheren yaitu kompatibilitas. Salah satu penyebabnya adalah perubahan di dalam masyarakat yang merupakan suatu keniscayaan. Sehingga untuk menangani perubahan tersebut, dalam situasi normal sesuai hukum sesuai hukum ceteris paribus, seharusnya adalah dengan menyesuaikan peraturan yang ada supaya asas legalitas berlaku sebagai panglima. Akan tetapi, sebuah pemerintahan tidak bisa berhenti menunggu penyesuaian peraturan tersebut. Legislator dan legislasi yang tidak antisipatif terhadap isu ini akan menimbulkan kemandekan dalam pemerintahan yang secara sifat harus selalu berkelanjutan. Sebab secara tersurat maupun tersirat kekuasaan diskresi pada pemerintah adalah tuntutan yang sangat kuat. 
Kekuasaan diskresi pemerintah tiap kali harus dipahami bahwa keterbatasan penerapan kekuasaannya oleh asas legalitas bukanlah suatu kontradiksi pokok, sebab asas legalitas sangat vital dalam rangka pengejawantahan konsep konstitusionalisme dalam suatu negara. Jadi kekuasaan diskresi harus mampu memberikan pertanggung-jawaban secara filosofis atas aspek aksiologis dari kekuasaannya. Karena sebenarnya tentang nilai mengapa kekuasaan diskresi menjadi keharusan, memiliki konsekuensi bahwa keberadaannya akan menimbulkan pertentangan dengan asas legalitas.
Sebuah pemerintahan tanpa asas legalitas membutuhkan seorang penguasa dengan kapasitas filsuf atau bahkan malaikat, tetapi ini tidak mungkin. Pemikiran yang dikembangkan Plato tentang philosopher king adalah pemikiran utopis.​[135]​ James madison dalam The Federalist no 51 memberikan gugatannya yang sangat terkenal atas isu ini:​[136]​
“If men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controuls on government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: You must first enable the government to controul the governed; and in the next place, oblige it to controul it.
Dan memang penguasa adalah manusia biasa, bukanlah malaikat, karena sangat superprerogatif jika menuntut manusia untuk bertindak laksana malaikat. Maka, asas legalitas, dengan segala kekurangannya, diperlukan sebagai prasyarat minimal untuk mencegah penguasa bertindak arbitrer. 
Ketika kekuasaan diskresi lahir, tidak berarti bahwa asas legalitas kemudian hilang. Kekuasaan diskresi hanyalah pelengkap dan pemberi penyelesaian bagi asas legalitas yang tidak mampu mengantisipasi perubahan keadaan krusial yang sedang terjadi. Suteki berpendapat, bahwa hukum bisa ada sementara sisi punitifnya dapat dihilangkan untuk tujuan yang lebih luas seperti kemanusiaan.​[137]​ Argumen Suteki tersebut dapat dipergunakan untuk menjelaskan fenomena ketidakpatuhan hukum atas nama kemanusiaan, karena hak memerlukan hukum untuk dijaminkan sedangkan dalam Suteki, hak tercipta melalui terobosan hukum.​[138]​ 
Dalam rangka perawatan narapidana perempuan hamil yang sudah akan melahirkan misalnya, para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang melakukan diskresi dalam membantu proses para narapidana melahirkan. Proses melahirkan adalah suatu proses yang sama sekali tidak bisa ditunda. Oleh karenanya, atas dasar kemanusian, para petugas mengesampingkan standar operasional prosedur dalam bentuk surat ijin untuk mengantarkan narapidana perempuan yang akan melahirkan tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pengalaman para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A​[139]​, Semarang, para tahanan titipan kepolisian dan/atau kejaksaan kerap kali dibantu oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk percepatan proses di peradilan agar para tahanan kepolisian dan/atau kejaksaan mendapat vonis dari pengadilan. Karena dengan adanya vonis dari pengadilan, para narapidana yang hamil tersebut mendapat bantuan berupa biaya persalinan di Rumah Sakit Tugu dan persalinan tersebut ditanggung oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Juga kerap para narapidana perempuan biasa di Lembaga Pemasyarakatan tersebut berjibaku dalam memenuhi kebutuhan anak yang baru saja dilahirkan tersebut, misalkan popok bayi, susu, dan beberapa mainan. Karena menurut mereka, dengan membantu anak yang baru saja dilahirkan mampu mengobati kerinduan para narapidana terhadap anak-anaknya yang jarang mengunjungi mereka. Dari situ terlihat bahwa dampak dari proses tersebut membuat para narapidana yang hamil dan/atau menyusui maupun narapidana biasa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang menjadi lebih kooperatif terhadap petugas, serta mempermudah kelanjutan dari proses pemasyarakatan.
Oleh karena kekuasaan diskresi merupakan suatu produk yuridis yang berdampak manakala kekuasaan ini digunakan dalam tindakan, berlaku perlindungan hukum kepada pembuat tindakan. Dasar perlindungan hukum bagi badan/pejabat pemeritah yang melakukan tindakan diskresi adalah jaminan imunitas dari tindakannya yang harus sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 :
Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:
e)	Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
f)	Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
g)	Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan 
h)	Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Maka dari itu kekuasaan diskresi dalam lingkup dari kekuasaan yudisial haruslah progresif, tidak boleh hanya menentukan apakah suatu tindakan sesuai hukum ataukah melanggar hukum, melainkan apakah suatu tindakan itu bermanfaat/tepat guna ataukah tidak. Dengan beban tanggung jawab yang sangat besar, tindakan diskresi adalah sebuah dilema bagi penyelenggara negara dalam mengelola tanggung jawabnya. Ketika segala prasyarat bagi tindakan diskresi terpenuhi, tidaklah elok kalau tindakan ini diungkit-ungkit karena ketidaksesuaiannya dengan asas legalitas atau lebih serius karena tidak sesuai dengan kepentingan politik segelintir elit kekuasaan.
Akhirnya, untuk mengurai persoalan ini, paradigma konstruktivisme berangkat dari pemahaman bahwa manusia pada galibnya secara merdeka dan aktif mengkonstruksi hukum berdasarkan realitas ekperiensial (realitas berbasiskan pengalaman) yang ada padanya, serta secara demokratis membangun resultante, kesepakatan, atau konsensus di antara sekalian konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan-persoalan diatas, perlu diupayakan agar hukum dikonstruksikan berdasarkan realitas eksperiensial yang disusun oleh informasi yang valid. Kemerdekaan dalam mengkonstruksi hukum untuk itu harus betul-betul dijamin. Hanya dengan ini demokrasi dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam proses pembangunan resultante, kesepakatan, atau konsensus diantara berbagai konstruksi hukum yang ada. Dalam hal ini, resultante, kesepakatan atau konsensus tersebut bersifat relatif dan kontekstual. Sedangkan, Keterbatasan perlindungan hukum bagi narapidana wanita hamil dan menyusui terbukti secara spesifik dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang bunyinya ​[140]​:
(1)	Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(2)	Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
(3)	Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
(4)	Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
(5)	Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.
Namun, dalam Pasal 28 Peraturan  Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, yang berbunyi:​[141]​
(1)	Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)	Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
(3)	Setiap tahanan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
(4)	Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
(5)	Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.
(6)	Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat menyimpang dari ketentuan ayat (5) berdasar pertimbangan dokter.
Sehingga dalam rangka untuk memfungsionalisasikan sistem pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan tindakan-tindakan penerobosan untuk mengatasi jarak antara perubahan zaman yang sangat dinamis dan kekosongan aturan perundangan demi terciptanya kepastian serta keadilan hukum yang selaras dengan tujuan diskresi sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Terutamanya dalam tujuan pemasyarakatan bagi para narapidana menyusui anak yang merasakan langsung dampak diskresi, mengharapkan adanya bantuan dari petugas lembaga pemasyarakatan bukan hanya mengenai makanan tambahan sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan  Pemerintah No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan bagi sang anak dalam bentuk imunisasi, alat bantu belajar dalam bentuk gambar-gambar poster maupun mainan hingga ruang bermain atau taman bermain, serta pemantauan kesehatan anak oleh dokter yang kompeten​[142]​. Karena bagaimanapun juga, anak-anak narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, bahkan di masa depan juga  memiliki hak yang sama yaitu menjadi pemimpin bangsa.
Dengan demikian, tidak akan ada lagi persoalan kakunya hukum ketika diterapkan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui, dan lenturnya hukum tatkala diterapkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang berparadigma konstruktivisme. Kendati hukum dan keadilan sering dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, namun harus diingat bahwa hukum itu berbeda sama sekali dengan keadilan. Menegakkan hukum tidak sekaligus menghadirkan keadilan, apalagi yang disebut dengan keadilan subtantif. Menski menyatakan, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan orang dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan filosofis- hasilnya adalah keadilan ideal; pendekatan normatif positivis- hasilnya adalah keadilan formal; dan pendekatan socio-legal- hasilnya adalah keadilan materiil. Menski menawarkan jenis pendekatan keempat yang disebut dengan pendekatan Legal Pluralism. Jenis keadilan yang diharapkan lahir dari pendekatan legal pluralism adalah perfect justice yang dapat disetarakan dengan keadilan subtantif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menski bahwa melalui legal pluralism ini seorang pengambil kebijakan harus senantiasa memerhatikan kompleksitas masalah yang dihadapi. Kompleksitas itulah yang dijadikan dasar konstruksi penalaran hukumnya sebelum petugas lembaga pemasyarakatan memutus kebijakan tertentu. Kompleksitas itu berupa state law (state law), living law (sosio-legal) serta natural law (moral, ethics dan religion).​[143]​
D.	Konsepsi Diskresi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang
Sebagai dasar Negara, Pancasila adalah Sila yang bulat. Didalamnya terdapat lima sila biarpun tiap-tiap Sila mempunyai arti sendiri-sendiri, satu sama lain saling mempengaruhi. Karena Sila Ketuhanan mempunyai nilai tertinggi, mengingat akan urutannya diatas sendiri, pengaruhnya paling kuat. Semua Sila pertama-tama dipengaruhi oleh Sila Ketuhanan dengan kuat. Tetapi sebaliknya semua Sila saling pengaruh mempengaruhi. Tidak ada salah satu sila yang berdiri sendiri bebas dari pengaruh yang lain.
Keadaan ini sesuai dengan kehidupan orang-orang manusia dan masyarakat Indonesia. Lapangan kehidupan dalam masyarakat Indonesia, terdiri dari banyak macam, yang mempunyai arti sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama merupakan suatu pengertian, ialah masyarakat Indonesia. Antara lapangan-lapangan kehidupan yang terdapat didalamnya, satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi, tetapi pengaruh yang terbesar adalah pengaruh kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
Masalah pembinaan narapidana khususnya narapidana yang hamil dan/atau menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kerap kali hanya dibebankan kepada para petugas pemasyarakatnya. Misalnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang, dalam rangka pemasyarakatan narapidana yang dibina, peran Tim Pengamat Pemasyarakatan belum dapat dikatakan optimal karena anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan hanyalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang.
Dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) poin b Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan, yang berbunyi:
(4)	Susunan Keanggotaan Tim Pengamat Pemasyarakatan Daerah, yaitu:
a.	TPP Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A, terdiri dari:
-	Ketua merangkap anggota adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
-	Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan;
-	Anggota adalah:
a.	Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas;
b.	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
c.	Kepala Seksi  Kegiatan Kerja;
d.	Kepala Sub Seksi Registrasi;
e.	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
f.	Kepala Sub Seksi Perawatan;
g.	Kepala Sub Seksi Keamanan;
h.	Petugas Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
i.	Hakim Pengawas dan Pengamat;
j.	Instansi terkait dengan Pembinaan WBP;
k.	Wali WBP;
l.	Badan dan/atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.
Dalam pembinaan narapidana ini yang perlu diperhatikan bahwa diangka 9, 10, dan 12 dalam poin b ayat (3) tersebut adalah konsepsi nyata bahwa urusan pembinaan narapidana bukan hanya menjadi tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan saja, melainkan peran aktif dari hakim pengawas dan pengamat, lembaga/instansi yang terkait dengan pemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri.
Kepolisian (penyidik), Kejaksaan (penuntut umum), Pengadilan (hakim) memang memiliki hak untuk menahan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
Sehingga karena penyidik, penuntut umum dan hakim memiliki hak untuk melakukan penahanan, sudah barang tentu mereka harus terlibat aktif dalam pengawasan narapidana.
Perihal Hakim wasmat diatur dalam pasal 277 jo Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterapkan bahwa setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas Khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat. Ketentuan tersebut diatur cukup ideal, tetapi tidak dalam praktik, ketentuan KUHAP tersebut tidak berjalan.
Hal-hal yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berjalan adalah​[144]​
a.	Hakim yang ada di tiap-tiap pengadilan sering kali sudah disibukkan dengan tugas-tugas rutin peradilan, sehingga tugas sebagai Hakim wasmat terabaikan,
b.	Kurangnya personil hakim yang ada pada pengadilan, sehingga tugas sebagai hakim wasmat tidak dapat di jalankan,
c.	Kurangnya koordinasi dan kooperasi antar berbagai aparat penegak hukum. 
Sosialisasi dari lembaga pemasyarakatan mengenai peranan masyarakat dalam pembinaan terutama sebagai bagian dalam Tim Pengamat Pemasyarakatan harus ditingkatkan lagi. Karena elaborasi antar lembaga penegak hukum dan masyarakat beserta instansi terkait seperti dinas sosial niscaya mampu menciptakan bentuk pembinaan narapidana –terkhusus pada narapidana yang hamil dan/atau menyusui– secara ideal.
Berkaitan dengan Peningkatan kesadaran hakim wasmat, kepolisan, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat terhadap pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan terkhusus pada narapidana perempuan yang sedang hamil/menyusui. Karena nantinya para narapidana tersebut akan kembali berada di tengah-tengah masyarakat. Sebab, jika dalam penegakkan hukum tidak dilakukan secara gotong-royong antara alat-alat negara dan masyarakat dan tidak mengarah pada pembangunan nasional, maka bisa dipastikan bahwa keadilan didalam hukum tidak akan pernah tercipta. 







1.	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang tidak memenuhi kriteria pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan ini sangat berpengaruh pada keharusan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang untuk menerapkan diskresi.
2.	Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang harus menerapkan diskresi, karena mengalami hambatan dalam pembinaan narapidana yang sedang hamil dan/atau menyusui, yaitu:
a.	Hanya ada satu aturan yang mengatur mengenai asupan gizi tambahan kepada narapidana yang hamil dan/atau menyusui. Namun, belum ada suatu aturan yang spesifik mengenai bagaimana para narapidana yang hamil dan/atau menyusui harus diperlakukan.
b.	Kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) narapidana dari kapasitas yang hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) narapidana, sehingga total narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang adalah 407 (empat ratus tujuh).
c.	Karena kelebihan kapasitas, para narapidana yang hamil dan/atau menyusui ruangan tidurnya dicampur bersama narapidana biasa, yang tidak jarang terjadi cekcok antar narapidana dan mampu merusak kondisi psikis dari sang ibu yang hamil maupun sang anak.
3.	Sebagai Pilot Project sistem pemasyarakatan, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang belum optimal disebabkan belum terjadi elaborasi baik pemikiran maupun tindakan dalam Tim Pengamat Pemasyarakatan antara para pemangku kepentingan.
B.	Saran 
Sesuai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1.	Pemindahan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A adalah salah satu solusi yang dibutuhkan untuk mengoptimalisasi menegaskan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan dan menghilangkan stigma penjara, mengingat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A sangat tidak sesuai dengan Kriteria Pola Bangunan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, karena kesan penjara yang menakutkan sangat melekat dalam benak narapidana, terutama bagi para narapidana hamil dan/menyusui.
2.	Mengoptimalkan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang Diperlukan ruangan khusus dan/atau suatu area bermain bagi anak yang sedang dipelihara didalam Lembaga Pemasyarakatan agar tumbuh kembangnya menjadi maksimal.
3.	Membangun konstruksi kesepahaman antara pemangku kepentingan guna mencapai keadilan substantif dengan menerapkan diskresi bagi narapidana, terutama bagi narapidana yang hamil dan/atau menyusui, serta menempatkan Petugas Pemasyarakatan yang berwawasan konstruktivisme untuk lebih memperhatikan kebutuhan perempuan dan kondisi kerentanannya. Bukan hanya kerentanan yang berhubungan dengan reproduksi, melainkan juga kerentanan yang di akibatkan karena narapidana tersebut terpaksa meninggalkan anak dan kewajiban pengasuhannya sebagai seorang ibu.
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